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AKRONIM
	ALPS
	Active Learning through Professional Support

	AusAID
	Australian Agency for International Development

	Bappeda
	District Planning Agency

	CI
	Community Involvement

	CLCC
	Creating Learning Communities for Children

	CP
	Community Participation 

	CRC
	Cluster Resource Centers

	DBE
	Decentralized Basic Education (DBE1 = Package 1)

	DEO
	District Education Office 

	Dewan Pendidikan
	District Education Board

	DINAS Pendidikan
	Education Office of Local Government (District & Provincial Levels) 

	DPRD
	District Legislature

	D4
	Four-year Diploma

	GOI
	Government of Indonesia

	IAPBE
	Indonesia Australia Partnership for Basic Education

	KKG
	Teachers’ Working Group (Primary Schools)

	Madrasah
	Islamic school.

	MBE
	Managing Basic Education

	MGMP
	Subject Teacher Working Group.

	MONE
	Ministry of National Education

	MORA
	Ministry of Religious Affairs

	MSS
	Minimum service standard

	MTT
	Master Teacher Trainers

	PAKEM
	Active, Creative, Effective and Joyful Learning (an active learning approach used in schools)

	PKG
	Strengthening the work of teachers

	PMEP
	Performance Monitoring and Evaluation Plan

	PMPTK
	Directorate General for Quality Improvement of Teachers and Education Staff

	RAPBS
	School Budget

	RENSTRA
	Strategic Plan

	RIPS
	School Plan

	SBM
	School Based Management

	SC
	School Committee

	S1
	Bachelor’s degree

	UNESCO
	United Nations Education, Scientific and Cultural Organization.

	UNICEF
	United Nations Children’s Fund

	USAID
	United States Agency for International Development
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Latar Belakang

Tujuan

Tujuan evaluasi ini adalah: 1) meneliti hasil dan dampak program MBE secara keseluruhan termasuk kekuatan dan kelemahannya, mekanisme pelaksanaan serta pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik (lessons learned); dan 2) meneliti pendekatan-pendekatan dan strategi-strategi untuk mendukung secara terus menerus unsur-unsur yang telah berhasil setelah program ini selesai dengan cara mensinergikannya dengan Pemerintah Indonesia, program DBE USAID yang sedang berjalan dan pelaksana lainnya. 
Metodologi

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, tim evaluasi menggunakan empat metode dasar: telaah ulang terhadap dokumen-dokumen proyek, mengamati langsung sekolah-sekolah yang menerima dan tidak menerima bantuan MBE, yang menerima bantuan DBE, dan mewawancarai langsung kepala-kepala sekolah, guru-guru dan pendidik lainnya; mengadakan pertemuan dan wawancara dengan orang dan pejabat yang mengetahui proyek MBE dan DBE, serta berdialog secara terpisah dan tergabung dengan kelompok-kelompok  pemangku kepentingan. 

Hambatan/Keterbatasan

Tim evaluasi mengalami beberapa hambatan dalam melakukan evaluasi program MBE sebagai berikut:

· Tidak ditemukannya data independen yang mengukur dampak suatu program terhadap mutu pendidikan yang menyangkut ujian formal yang diselenggarakan secara lokal dan nasional;

· Tidak mungkin mengadakan analisis yang mendalam tentang perilaku di dalam kelas, dan waktu yang dimanfaatkan di setiap sekolah hanya cukup untuk mendapatkan kesan semata;

· Jumlah sekolah yang dipilih sebagai sasaran pengamatan relatif kecil dan tidak dilakukan secara acak. 

· Sekolah-sekolah sasaran dipilih oleh para koordinator MBE di tingkat nasional dan provinsi, dan sekolah-sekolah terpilih mungkin saja adalah sekolah-sekolah yang kinerjanya lebih baik; kebanyakan dari sekolah tersebut telah mengetahui kedatangan tim evaluasi dan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan itu.

Keterbatasan-keterbatasan ini membuat tim evaluasi agak berhati-hati untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan.

Rancangan Proyek

Proyek MBE ini bekerja sama dengan 23 Pemkab di tiga provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah dan NAD) dan di DKI Jakarta, dengan tiga komponen: 1) manajemen berbasis sekolah dan Kabupaten, 2) partisipasi masyarakat, dan 3) pelatihan guru. Komponen manajemen berbasis sekolah dan kabupaten dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas dan kemampuan para pejabat di tingkat daerah dan para kepala sekolah untuk merancang, mengelola dan menyajikan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu. Komponen partisipasi masyarakat  bertujuan  memperkuat posisi dan peran serta   pemangku kepentingan lokal – para orang tua murid, guru, Komite Sekolah, organisasi kemasyarakatan, DPRD – dalam merancang dan mengelola pendidikan dasar.   Komponen pelatihan guru memberi pelatihan bagi para guru dalam hal metodologi belajar aktif (yang disebut PAKEM) serta pengembangan bahan-bahan pembelajaran. Ketiga komponen ini tujuannya untuk saling memperkuat, dan program ini dilaksanakan pada tingkat sekolah dengan menggunakan pendekatan sekolah menyeluruh.

Temuan-Temuan

A. Temuan-Temuan Umum

Penempatan yang baik

Program MBE sangat sejalan dengan kebijakan desentralisasi pemerintah Indonesia dan rencana strategis Depdiknas dan Depag, khususnya dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat di sekolah, pengelolaan dan akuntabilitas melalui peningkatan kapasitas Komite Sekolah, serta penyediaan bahan pembelajaran dan lingkungan belajar yang lebih baik.

Perubahan yang sangat menonjol

Pada umumnya, sekolah-sekolah yang menerima bantuan MBE mengalami perubahan fisik yang sangat menonjol. Walaupun sekolah-sekolah tidak selalu dalam keadaan fisik yang sempurna, fasilitas fisik yang biasanya sudah tua diperindah dengan perbaikan kecil dan besar, yang sering dilakukan para orang tua. Ruang kelas kebanyakan dicat baru dengan warna yang terang, dan banyak ruang kelas menjadi sarana pajangan tugas dan pekerjaan siswa dan/atau bahan-bahan pelajaran. Peningkatan lingkungan ruang kelas adalah salah satu dampak program MBE yang paling menonjol.

Semangat dan Keuletan 

Meskipun kebanyakan guru di sekolah-sekolah yang menerima bantuan MBE tidak terlatih dengan baik di sistim formal dan belum berijazah S1 sebagai persyaratan untuk disertifikasi, sekolah-sekolah yang dapat bantuan MBE dengan jelas menunjukkan meningkatnya semangat dan keuletan yang tinggi. Kebanyakan ruang kelas telah meninggalkan pengaturan tempat duduk model teater dan berubah ke pengaturan dengan sistim kelompok kecil (4-6 siswa) dan guru-guru sering nampak mengawasi latihan-latihan yang terfokus kepada siswa. Beberapa guru menuntun murid-muridnya dengan latihan-latihan dan teknik-teknik pembelajaran aktif yang terencana dan yang mungkin setara dengan yang terbaik, namun nampak bahwa mereka masih sedang mempelajari metode-metode yang baru diperkenalkan kepada mereka. Guru-guru di sekolah-sekolah MBE telah berusaha dengan keras menggunakan metode-metode mengajar yang telah meningkat dan beragam, namun pada umumnya   perubahan metode mengajar mereka masih perlu pembenahan.

Pengelolaan Sekolah yang Meningkat

Dengan beberapa pengecualian, para pejabat di tingkat kabupaten/kota dan kepala sekolah menunjukkan praktek pengelolaan yang baik serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Pada umumnya, para kepala sekolah telah mengembangkan rencana strategis untuk sekolah atas persetujuan dengan melibatkan kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas, dan dengan jelas menyusun kebutuhan dan prioritas sekolah untuk jangka pendek dan jangka panjang. Rencana anggaran sekolah senantiasa dipajang secara permanen. Beberapa kepala sekolah dapat menunjukkan pengetahuan mereka dengan baik tentang proses penilaian dan insentif guru, serta bagaimana mengakses sumber-sumber untuk perbaikan sekolah. Hampir semua kepala sekolah merasa senang memperlihatkan transparansi yang baru ditemukan serta perhatian baru dari masyarakat yang terfokus kepada sekolah. Namun masih ada kepala sekolah nampaknya lebih menerima status quo lamanya, tidak melihat adanya masalah, dan tidak mempunyai kepemimpinan yang dinamis. Disamping itu, beberapa pengelola di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota belum menunjukkan dukungan yang cukup kepada sekolah, dan belum memanfaatkan peran dan tanggungan-jawabnya serta pelatihan dalam bidang manajemen dan kepemimpinan.

Partisipasi para Orang Tua yang sangat Aktif

Hampir semua sekolah telah memiliki organisasi orang tua yang sangat aktif melibatkan diri dalam berbagai kegiatan di sekolah. Tingkat partisipasi mereka sangat bervariasi: ada orang tua yang bekerja sebagai relawan di dalam kelas, ada yang membantu memperbaiki atau membangun ruang kelas, atau menyediakan tambahan gizi atau bahan pelajaran kepada sekolah, sementara yang lainnya hanya membersihkan ruang kelas secara bergilir. Nampaknya para orang tua mendapatkan tenaga baru melihat sikap baru para guru dan kepala sekolah yang memusatkan perhatian mereka kepada meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Akan tetapi sebagian kecil para orang tua hanya sebagai ”perhiasan” dan apabila mereka ditanyai tentang perannya di sekolah, mereka sulit menjawabnya. 

Komite Sekolah dan Tokoh Masyarakat 

Sebagian besar sekolah telah secara aktif melibatkan anggota-anggota Komite Sekolah dan tokoh-tokoh masyarakat dalam pengelolaan dan pengurusan sekolah. Anggota-anggota Komite Sekolah dan tokoh-tokoh masyarakat memberi masukan kepada rencana pengembangan sekolah, mengkaji anggaran sekolah, merumuskan standar-standar kinerja dan ikut serta dalam mencari sumber keuangan tambahan atau bantuan dalam bentuk lain untuk mendukung pelaksanaan rencana pengembangan sekolah. Secara umum mereka menyatakan bahwa mereka mengadakan rapat paling tidak empat kali setiap tahun. Namun, beberapa anggota Komite Sekolah menganggap peran mereka tidak terlalu penting dan terdapat beberapa kasus dimana antara ketua Komite Sekolah dan kepala sekolah terdapat konflik kepentingan sehingga yang bersangkutan tidak terlalu independen. Namun dalam banyak hal, Komite Sekolah dan tokoh-tokoh masyarakat memainkan peran yang penting dan bermanfaat bagi sekolah. Kesediaan para tokoh masyarakat dan anggota Komite Sekolah datang bertemu dengan tim evaluasi – meskipun diundang pada menit-menit terakhir – sangat mengesankan dan merupakan alat ukur tentang penghargaan yang tinggi terhadap program MBE di masyarakat.
B. Temuan-Temuan berdasarkan Tipe Sekolah

Depdiknas & Depag

Pada umumnya, dampak implementasi model program MBE di sekolah dasar (SD) tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan dampaknya terhadap Madrasah (MI). Rentang mutu pendidikan dasar di MI jauh lebih besar jika dibandingkan dengan di SD dan kualitas terbaik dan terjelek terwakili di MI yang kami lihat. Beberapa dari MI mengalami kekurangan dana, tetapi MI lainnya yang juga mengalami hal serupa mutunya setara dengan yang terbaik. Pada dasarnya, dampak program MBE pada pengelolaan sekolah, partisipasi masyarakat dan metode-metode pembelajaran aktif setara di kedua tipe sekolah, MI and SD.

Sekolah Menengah Pertama

Pada umumnya, komponen pelatihan guru kurang berhasil pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), karena proyek MBE di sekolah dasar memberi pelatihan kepada semua staf pengajar, dan guru-guru di sekolah dasar yang jumlahnya kecil merupakan satuan “masyarakat berkepentingan” yang seirama dan saling mendukung, sementara staf pengajar pada SMP dengan jumlah guru lebih banyak, tidak semuanya menerima latihan, dan mereka terbagi dalam kelompok-kelompok bidang studi , tidak merupakan komunitas yang memiliki kepentingan yang sama. Namun demikian dampak komponen-komponen yang lain – manajemen berbasis sekolah dan partisipasi masyarakat – relatif sama di SMP dan di SD.

Provinsi

Sebelum turun ke lapangan, persepsi tim evaluasi adalah bahwa hasil program MBE terbaik adalah di Jawa Timur, berikut di Jawa Tengah. NAD dianggap sebagai kasus khusus. Hasil evaluasi ini nampaknya merubah persepsi tersebut: 1) tim evaluasi menemukan sekolah-sekolah yang sangat baik dan contoh-contoh penerapan pendekatan MBE yang mengagumkan terdapat di ke tiga provinsi; 2) kajian terhadap sekolah-sekolah yang menerima bantuan MBE di Jawa Timur dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa dampak proyek ini tidak jauh berbeda di kedua provinsi ini, Jawa Timur tidak lebih baik daripada Jawa Tengah; 3) ternyata hubungan antara mutu pengajaran di sekolah dengan jangka waktu penerapan program MBE lebih erat daripada dengan provinsi dimana sekolah tersebut berada. Terdapat beberapa pengecualian, namun sekolah-sekolah yang telah dibina oleh proyek MBE selama satu tahun atau lebih umumnya tidak mencapai hasil yang sama baiknya dengan sekolah-sekolah yang telah dibina selama tiga tahun atau lebih oleh MBE. Nampaknya para guru memerlukan waktu untuk menguasai konsep-konsep baru sehingga perubahan metode mengajar dari berdiri di depan kelas berceramah ke metode pembelajaran aktif berlangsung agak lambat. Temuan keempat adalah dari NAD dimana secara umum program MBE kurang mengesankan dibanding dengan yang ada di Jateng dan Jatim. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan implementasi program MBE di NAD dan tidak terkordinasi dengan baik, sehingga mungkin pendekatan koordinasi adalah hal yang penting terhadap kesuksesan suatu program.
Pelajaran Berharga

Kerangka Pikir yang Jelas dan Fokus

Program MBE memiliki kerangka pikir yang jelas dan terfokus dan tim evaluasi menemukan bahwa program tersebut telah dimengerti dengan baik oleh semua pemangku kepentingan di semua jenjang. Selanjutnya konsep ini terbingkai dengan baik dalam pengertian tentang sekolah, kelas dan guru yang kontemporer, dan telah mendapat informasi dari pelajaran-pelajaran berharga dan praktek-praktek terbaik dalam konteks Indonesia. Nampaknya kerangka pikir yang jelas dan fokus menjadi satu faktor yang penting dalam suksesnya suatu program.

Terurut Rapih dan  Pendekatan Sekolah Menyeluruh  Terkoordinasi

Bagi tim evaluasi, nampak dengan jelas bahwa urutan yang rapih dan Pendekatan Sekolah  Menyeluruh  yang terkordinasi yang diadopsi oleh MBE dimana guru dengan aktif dibantu oleh Kepala Sekolah, guru-guru yang lain, dan anggota Komite Sekolah yang lebih luas, merupakan instrumen dalam efektifnya implementasi pembelajaran terpusat pada siswa. Sementara terjadinya perbedaan-perbedaan antara sekolah atau bahkan antara individu-individu dalam sebuah sekolah dalam hal perubahan dan efektifitas, secara umum hasil pengamatan menunjukkan bahwa semua sekolah telah mengalami kemajuan yang berarti dalam mengadopsi PAKEM.

Mulai yang  Kecil dan Membangun di atas Keberhasilan

Pendekatan MBE dengan jelas menunjukkan manfaat memulai sesuatu dari yang kecil dan kemudian membangun di atas keberhasilan baik dari segi awalnya CLCC maupun dalam implementasi MBE sendiri. CLCC awalnya mengembangkan pendekatan-pendekatan rintisan dan uji coba yang mulai pada tahun 1999 dan menjelang tahun 2002 pendekatan ini diadopsi oleh Depdiknas sebagai pendekatan resmi terhadap Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar. Sama halnya dengan MBE yang memulainya sebagai intervensi kecil yang terfokus pada penguatan kapasitas pemerintah setempat dalam mengelola pendidikan dasar yang kemudian berkembang dengan penambahan penekanan dan dana pada peningkatan pengajaran dan pembelajaran dan perluasan daerah cakupan di Jateng dan Jatim. Sebagai hasil dari memulai yang kecil dan membangun diatas keberhasilan, implementasi MBE melibatkan sekolah-sekolah dalam serangkaian intervensi yang terintegrasi dan bermanfaat dengan hasil tingkat kepemilikan sekolah yang tinggi

Lakukan apa yang telah berhasil

Pada masa lalu terdapat kecenderungan bagi para donor dan Pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan jumlah sekolah yang (akan) menerima bantuan proyek. Pelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa pendekatan ini seringkali dimaksudkan agar proyek tersebut berdampak pada penyebarluasan mutu serta jangka waktu bantuan dan dengan demikian membatasi dampak dan keberlangsungan intervensi jangka panjang . Pendekatan yang lebih efektif sebagaimana terdapat pada program MBE adalah membatasi jumlah sekolah untuk memastikan bahwa investasi di masing-masing sekolah cukup untuk memfasilitasi pengembangan sekolah secara menyeluruh   dan untuk melibatkan personil yang cukup untuk menyediakan pemassalan kritis (critical mass) yang memadai demi terwujudnya perubahan yang berkelanjutan. 

“Plateau” PAKEM

Hasil MBE yang paling menonjol adalah peningkatan pada lingkungan belajar di ruang kelas secara fisik, sedangkan hasil yang kurang ”spektakuler” adalah di bidang peningkatan metodologi pengajaran. Di ruang-ruang kelas yang dikunjungi skala perubahan sangat bervariasi. Di beberapa kelas sistim pembelajaran masih sangat tradisional sedangkan di beberapa sekolah lainnya para guru mampu menerapkan praktek teknik pembelajaran yang terbaik. Kebanyakan guru berada diantara kedua pola ini. Pada setiap sistim pendidikan, perubahan pada praktek pembelajaran selalu merupakan tantangan yang besar oleh karena perubahan-perubahan ini sulit tercapai dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk menghasilkan dampak yang dapat diukur dari pada hasil intervensi-intervensi MBE yang lain. Keadaan ini barangkali dihambat oleh indikator-indikator yang agak lunak yang digunakan MBE (dan CLCC) dalam mengamati ruang-ruang kelas. Pendekatan pengamatan langsung di ruang-ruang kelas yang lebih terfokus disertai bahan-bahan pelajaran yang ditargetkan merespon secara khusus kekurangan metodologi pengajaran dalam membuahkan hasil yang lebih baik dan mungkin menghindari fase “plateau” yang mungkin kita akan lihat pada metodologi pengajaran dan pembelajaran.

Proses Seleksi barangkali terlalu Preskriptif untuk Penerapan yang Luas

Proses seleksi yang diterapkan MBE berorientasi pada sekolah-sekolah yang menunjukkan kemampuan dan kemauan untuk berubah dan oleh karena itu banyak sekolah yang diseleksi adalah sekolah yang cukup baik dalam konteks umum pendidikan di Indonesia. Barangkali model MBE dengan pendekatan dan proses implementasinya tidak sama baiknya untuk diterapkan di sekolah-sekolah yang masih kurang berkembang. Bantuan yang disediakan proyek MBE sifatnya preskriptif dan cenderung mengarahkan sekolah-sekolah kepada harapan-harapan dan hasil-hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satu masalah yang mungkin muncul adalah bahwa suatu intervensi proyek tertentu dalam jadwal pelaksanaannya mungkin saja tidak relevan bagi sekolah tertentu dan pada saat tertentu. Hal ini dapat merusak suatu model yang akan menerapkan intervensi MBE di beberapa sekolah di sebuah kabupaten/kota yang mendorong penerapan model tersebut di semua sekolah di kabupaten/kota tersebut. Sebuah model yang lebih ideal mungkin adalah seleksi sekolah serta proses memasukkannya dalam program harus berdasarkan pada penilaian masing-masing sekolah dimana intervensi-intervensi dirancang dan disesuaikan dengan hasil penilaian tadi.

Koordinasi dengan Pemerintah Indonesia

Sementara project MBE sudah jelas berjalan di tingkat Kabupaten/Kota yang pantas dan sesuai dengan konteks desentralisasi, sejumlah pejabat Depdiknas dan Depag menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui secara mendalam tentang proyek ini. Walaupun mereka mungkin menerima buletin dan laporan proyek secara berkala, buletin dan laporan ini tidak memberi pemahaman mendalam tentang tantangan-tantangan dan pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dan bermanfaat untuk kebijakan dan perencanaan strategis pemerintah Indonesia. Para pejabat di Depdiknas menginginkan informasi yang lebih mendalam tentang kegiatan-kegiatan proyek USAID dalam bidang pendidikan. Walaupun proyek-proyek tersebut telah melakukannya dalam berbagai cara, jalur komunikasi dan dialog perlu ditempuh dan ditingkatkan.

Dialog Kebijakan

Proyek MBE telah menunjukkan hasil yang baik di masing-masing sekolah dan di kabupaten/kota, dan hasil-hasil ini mendukung kebijakan luas Pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan. Tetapi proyek MBE tidaklah dirancang dan dilaksanakan demikian rupa untuk dapat mendorong rasa kepemilikan bagi pemerintah pusat yang selanjutnya berdampak pada terpadunya dalam perumusan kebijakan. Pada tingkat kabupaten/kota terdapat sedikit integrasi, tetapi hasilnya masih sangat bervariasi. Oleh karena itu, aspek inilah yang merupakan ruang dimana terdapat kesempatan untuk memulai suatu dialog kebijakan di tingkat pusat yang merupakan tempat kebijakan yang amat penting.

Kesimpulan

Bagaimanapun juga, proyek MBE telah memberikan dampak yang mengesankan pada tingkat kabupaten/kota, manajemen sekolah, partisipasi masyarakat dan proses belajar pengajar. Jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah Indonesia pada umumnya, sekolah-sekolah yang menerima bantuan MBE adalah lembaga-lembaga yang dikelola dengan cara yang lebih baik, dengan partisipasi masyarakat yang aktif, lingkungan belajar yang lebih kaya dan guru-guru yang mempunyai beragam pendekatan mengajar dan bahan-bahan pengajaran.

Walaupun proyek MBE menghasilkan berbagai kemajuan yang sangat mengesankan, namun kenyataan    menunjukkan bahwa   beberapa hal dalam model MBE yang masih perlu peningakan lebih lanjut.  Hal ini mencakup:

· Perbaikan lebih lanjut metodologi pengajaran dan bahan-bahan pengajaran, khususnya teknik-teknik bertanya yang mendalam, pengelolaan kelas, dan penilaian siswa;

· Penguatan lebih lanjut pengembangan profesional bagi kepala sekolah dan guru yang berbasis sekolah dan berdasarkan kinerja;

· Penguatan lebih lanjut praktek-praktek pengelolaan sekolah dengan menerapkan praktek-praktek pengelolaan yang lebih baik di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;

· Dorongan lebih lanjut partisipasi masyarakat  dengan pemberian insentif demi kesinambungan keterlibatan masyarakat pada sekolah;

· Kajian lebih lanjut tentang sistem kebijakan luas dan dialog .

Bagian I. PENDAHULUAN
I.1 Tujuan dan cakupan Evaluasi 

Laporan ini adalah evaluasi akhir Proyek pengelolaan pendidikan dasar (MBE) USAID/ Indonesia. Proyek MBE dilaksanakan sebagai uji coba program pendidikan dasar terdesentralisasi (DBE) USAID/Indonesia yang merupakan pilar utama bantuan Pemerintah A.S. di Indonesia dalam sektor pendidikan.

Evaluasi ini bertujuan ganda, yakni: pertama memeriksa hasil dan dampak program MBE secara keseluruhan, termasuk kekuatan dan kelemahan program, mekanisme pelaksanaan serta pelajaran-pelajaran berharga; dan kedua menelusuri pendekatan dan strategi untuk mendukung secara terus menerus unsur-unsur yang telah berhasil setelah   program ini selesai dengan cara mensinergikannya dengan Pemerintah Indonesia, DBE dan/atau penyelenggara lainnya. Dalam hal ini, evaluasi MBE mencakup penyelenggaraan sebelumnya (pada saat pelaksanaan program) dan penyelenggaraan selanjutnya (keterkaitan dengan DBE). Secara khusus, evaluasi tersebut bertujuan untuk:

· Menentukan sejauh mana proyek telah mencapai tugas-tugas berdasarkan kontrak dan rencana kerja;

· Melaporkan bagaimana persepsi pemangku kepentingan proyek terhadap intervensi MBE dan unsur-unsur apa yang dipandang paling bermanfaat atau tidak efektif;

· Mengembangkan rekomendasi yang dapat dijalankan dan diprioritaskan untuk Pemerintah Indonesia dan Penyelenggara DBE untuk meningkatkan kinerja mereka;

· Mengidentifikasi pelajaran berharga yang penting dari pengalaman dan menghubungkannya dengan program DBE yang sedang berlangsung; dan

· Membantu USAID/Indonesia untuk menentukan apakah tetap mendukung dan bagaimana meneruskan dukungan tersebut kepada kabupaten-kabupaten sasaran MBE di Jawa Timur dan Tengah.

I.2 Metodologi

Evaluasi dilaksanakan antara Januari dan Maret 2007 oleh sebuah tim nasional dan konsultan internasional. Kerja lapangan ini dipimpin oleh konsultan independen namun dipandu oleh staf proyek MBE dan DBE yang cukup handal. 

Tim evaluasi menggunakan empat metode dasar untuk memperoleh data, termasuk:

· Menelaah   dokumen-dokumen proyek, temuan-temuan monitoring lainnya dari program serupa, dan penelitian dalam bidang pendidikan

· Mengamati langsung sekolah-sekolah penerima bantuan MBE, bukan penerima bantuan MBE, penerima bantuan DBE, kepala sekolah, guru dan pendidik lainnya;

· Pertanyaan terarah dan wawancara dengan orang-orang dan pejabat yang mengetahui proyek MBE dan DBE; dan

·  Pertanyaan terarah difokuskan pada kelompok-kelompok pemangku kepentingan baik terpisah secara perkelompok maupun gabungan kelompok-kelompok para pemangku kepentingan. 

Pemangku kepentingan  yang diwawancarai termasuk pejabat Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten; pengawas sekolah; kepala sekolah; guru; anggota komite sekolah; orang tua dan persatuan orang tua per kelas (paguyuban); fasilitator dan pelaksana proyek MBE; dan siswa. Walaupun format untuk observasi kelas telah disiapkan, tapi tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan format ini. Selain itu, USAID/Indonesia memperlengkapi tim evaluasi dengan daftar pertanyaan yang terdiri atas 38 pertanyaan kunci untuk menuntun tim investigasi dan evaluasi dalam mengembangkan rencana kerjanya.

Tim evaluasi mengunjungi  40 sekolah di tiga provinsi, 19 di Jawa tengah, 8 di NAD, dan 13 di Jawa Timur. Ke 40 sekolah tersebut mewakili sekitar sembilan persen dari seluruh sekolah yang diberi bantuan. Sampel sekolah terdapat di 7 kabupaten. Jumlah kunjungan sekolah sengaja kami kurangi dan melihat beberapa sekolah saja di NAD dan Jawa Timur agar kami memiliki waktu yang lebih banyak untuk mewawancarai para pemangku kepentingan. Dari 40 sekolah yang kami kunjungi, 22 sekolah dasar negeri, 10 Madrasah Ibtidaiyah, 3 SMP, dan 5 sekolah dasar negeri yang bukan penerima bantuan MBE. Kami mewawancarai ratusan pemangku kepentingan di sekolah-sekolah ini, banyak dalam bentuk kelompok (focus group), sehingga menyulitkan untuk mencatat semua nama orang yang diwawancarai.

I.3 Hambatan dalam Melaksanakan Evaluasi

Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan evaluasi program MBE tersebut. Kurangnya data awal yang dikumpulkan sebelum dimulainya intervensi program MBE mengenai variabel-variabel kunci seperti prestasi siswa dan, walaupun program MBE mengembangkan tes untuk mengukur prestasi siswa berdasarkan intervensi program, tidak ada data baku yang tersedia dari ujian formal yang diselenggarakan secara lokal dan nasional untuk mengukur dampak suatu program terhadap mutu pendidikan. 

Berdasarkan skala dan sebaran geografis proyek MBE, waktu dan sumber daya manusia yang digunakan untuk tim evaluasi tidak cukup untuk mengadakan analisis yang mendalam tentang perilaku di dalam kelas, dan waktu yang dimanfaatkan di setiap sekolah hanya cukup untuk mendapatkan kesan semata. Sampel sekolah yang dipilih sebagai sasaran pengamatan relatif kecil dan tidak dapat dilakukan secara acak disebabkan oleh logistik untuk mengunjungi sekolah dalam waktu yang tersedia. Walaupun cukup beragam sekolah yang dikunjungi, beberapa jenis sekolah seperti SMP, tidak cukup terwakili. Selain itu, sekolah-sekolah dipilih oleh para koordinator proyek MBE di tingkat nasional dan provinsi, dan sekolah-sekolah sampel yang dipilih mungkin saja cenderung pada sekolah-sekolah dengan kinerja yang lebih baik. Sekolah-sekolah juga jelas telah menunggu kedatangan tim evaluasi dan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kunjungan kami. Hambatan-hambatan ini dipertimbangkan oleh tim evaluasi dalam mengevaluasi data dan membuat kesimpulan.

I.4 Struktur Laporan

Laporan tersebut terdiri atas enam bagian utama. Bagian II memuat informasi latar belakang tentang strategi pendidikan dan intervensi USAID/Indonesia, deskripsi singkat program MBE dan DBE, serta telaah ulang kebijakan pendidikan Pemerintah Indonesia. Bagian III menggambarkan secara singkat temuan evaluasi (capaian, kekuatan dan kelemahan, dan pelajaran berharga oleh masing-masing dari tiga komponen tersebut: manajemen berbasis sekolah dan kabupaten, keterlibatan masyarakat, dan pengajaran dan pembelajaran. Bagian IV memuat ringkasan tentang pelajaran berharga dari temuan-temuan, menyajikan sejauh mana proyek MBE telah melaksanakan tugas-tugasnya, dan mengukur efektifitas pembiayaan program. Bagian V menyajikan implikasi pelajaran yang dapat dipetik dan mengkaji ulang isu sekitar kesinambungan intervensi MBE. Bagian VI sebagai bagian terakhir menyajikan secara singkat tentang strategi untuk mendukung intervensi MBE pada saat program tersebut berakhir. 

Bagian II. LATAR BELAKANG

II.1 Telaah Strategi Pendidikan USAID di Indonesia

Sistem sekolah Indonesia sangat luas dan populasi anak usia sekolah adalah salah satu yang terbesar di dunia. Meskipun telah terjadi kemajuan pesat yang mencapai hampir semua pendaftaran yang bersamaan masuk pada pendidikan dasar di bawah sistem manajemen sentralistik selama 30 tahun yang lalu, masih saja terdapat sejumlah masalah penting dalam sistem pendidikan, termasuk pembiayaan dari pemerintah yang rendah, tingkat kelulusan yang rendah, kualifikasi guru yang rendah, dan metodologi pembelajaran yang belum baik. Peningkatan mutu pendidikan dengan dana pemerintah pusat yang terbatas merupakan tantangan utama pendidikan dan, berdasarkan bobot masalah, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan proses desentralisasi yang bertujuan untuk melimpahkan tanggung jawab ketatakelolaan, keuangan, dan manajerial dalam rangka memperbaiki pendidikan kepada semua pemangku kepentingan yang berbeda. Dengan desentralisasi, komite sekolah dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan mendorong sekolah dan guru bertanggung jawab atas kualitas pendidikan dan, Pemerintah Indonesia mengembangkan kriteria akreditasi sekolah dan guru dan standar pelayanan minimum untuk mengukur kinerja mereka.

Dalam kerangka   manajemen sekolah dan ukuran akuntabilitas guru yang sementara dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia, tujuan strategis USAID/ Indonesia adalah memperbaiki mutu Pendidikan Dasar di Indonesia dengan mencapai tiga hasil antara; 1) terdesentralisasinya manajemen dan tatakelola sekolah yang lebih efektif; 2) mutu pengajaran dan pembelajaran yang lebih meningkat; dan 3) relevansi pendidikan dan ketrampilan angkatan kerja yang semakin meningkat. Untuk mencapai hasil ini, USAID akan menginvestasi sebanyak $157 juta selama periode 2005-2010 dalam empat program. Portofolio program USAID/Indonesia adalah: 1) Managing Basic Education (MBE), perihal evaluasi ini dijelaskan sepenuhnya di bawah ini, 2) Decentralized Basic Education (DBE), 3) Sesame Street Indonesia, acara televisi yang terkenal yang bertujuan  agar anak-anak lebih siap memasuki sekolah; dan 4) kesempatan bagi anak-anak rentan, suatu program yang mempromosikan pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Beberapa hasil penting yang diharapkan dari investasi ini adalah:

· Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola layanan pendidikan ;

· Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan;

· Semakin membaiknya kemampuan mengajar sebagai hasil dari pelatihan guru;

· Semakin baiknya kinerja siswa dan sekolah

· Semakin meningkatnya kecakapan hidup remaja di sekolah dan di luar sekolah.

· Replikasi dari praktek-praktek terbaik  

II.2  Deskripsi Intervensi USAID di Indonesia

Komponen utama program pendidikan USAID/Indonesia dan pilar utama  program pendidikan Indonesia bantuan Presiden Bush adalah program pendidikan dasar terdesentralisasi (DBE). DBE berfokus pada perbaikan mutu pendidikan dasar pada jenjang sekolah dasar dan SMP, baik negeri maupun swasta. Program tersebut mempunyai tiga tujuan utama: meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengelola pelayanan pendidikan (DBE1); meningkatkan pengajaran dan pembelajaran untuk memperbaiki kinerja siswa dalam mata pelajaran inti seperti sains/IPA, matematika, dan membaca (DBE2); dan membantu remaja Indonesia untuk memperoleh kecakapan hidup dan kerja yang lebih relevan agar dapat bersaing dalam ekonomi dunia (DBE3). Program-program ini diharapkan mencapai 9.000 sekolah negeri dan swasta, 2,5 juta siswa, 90.000 pendidik, dan satu juta remaja sampai tahun 2010.

Sebagai program uji coba/perintis untuk program DBE, proyek MBE bersinergi dengan 23 pemerintah kabupaten di tiga provinsi (Jawa Timur dan Tengah dan NAD), dan Jakarta, dalam tiga komponen: manajemen berbasis sekolah dan kabupaten, partisipasi masyarakat dan pelatihan guru. Manajemen berbasis sekolah dan kabupaten bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan kepala sekolah untuk dapat secara efektif merencanakan, mengelola, dan melaksanakan layanan pendidikan dasar yang bermutu. Komponen partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan dan peranan pemangku kepentingan di daerah – orang tua, guru, komite sekolah, organisasi masyarakat, DPRD – dalam merencanakan dan mengelola pendidikan dasar. Komponen pelatihan guru bertujuan untuk melatih guru tentang metodologi pembelajaran aktif (yang dikenal dengan PAKEM) dan pengembangan bahan ajar. Ketiga komponen tersebut diharapkan dapat saling memperkuat dan program ini dilaksanakan di tingkat sekolah melalui ‘pendekatan sekolah menyeluruh’

II.3 Telaah Kebijakan Pendidikan Pemerintah Indonesia

Pada bulan Januari 2001 Pemerintah Indonesia menerapkan undang-undang baru tentang desentralisasi dan pembagian pendapatan
 yang membawa serangkaian perubahan yang pesat dan komprehensif yang melimpahkan kekuasaan dan pendanaan untuk pelaksanaan pelayanan dasar dari pemerintah pusat ke kabupaten dan kota.

Pencanangan berikutnya pada Juli 2003 tentang undang-undang pendidikan baru 20/2003
 mencakup pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan pendidikan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Sebagian wewenang pengambilan keputusan diberikan kepada sekolah dengan manajemen berbasis sekolah yang tercantum dalam Pasal 51 dan 56 di mana masyarakat melalui komite sekolah dapat dilibatkan dalam perencanaan, monitoring dan perbaikan sekolah. Namun tanggung jawab untuk sekolah agama tidak diserahkan kepada kabupaten. Selanjutnya, Depag telah memilih untuk membuat desentralisasi sendiri, dan belum mendesentralisasikan kewenangan untuk Madrasah (sekolah agama), alasan utamanya adalah bahwa mayoritas Madrasah (sekitar 90%) adalah swasta, sementara sebagian besar sekolah lainnya adalah sekolah negeri milik pemerintah dan bersubsidi.

Tujuan kebijakan dan prioritas reformasi Pemerintah Indonesia tercantum dalam RENSTRA Depdiknas 2005-2009 dan RENSTRA Depag 2006-2015. Perundang-undangan penting lainnya adalah Rencana Aksi Nasional untuk pencapaian Pendidikan Untuk Semua (PUS), dan kurikulum baru untuk semua jenjang pendidikan. Prioritas yang dimaksud adalah (i) perluasan akses sampai ke pendidikan menengah pertama, (ii) peningkatan mutu dan standar pendidikan melalui standar pelayanan minimal (SPM), meningkatnya ketersediaan bahan ajar dan semakin baiknya lingkungan belajar, dan (iii) semakin baiknya mekanisme ketatakelolaan dan akuntabilitas, termasuk manajemen dan pengawasan keuangan dan semakin luasnya akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat melalui komite sekolah.

Pemerintah Indonesia menyadari perlunya meningkatkan kualifikasi guru. Sebagai respon dari hal ini, sebuah lembaga baru dibentuk, yakni Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK). Tugas lembaga tersebut adalah untuk menjamin bahwa para guru dan tenaga kependidikan lainnya memenuhi standar akademik dan kompetensi minimal yang dikaitkan dengan gaji yang pantas. 

Undang-undang guru yang disahkan pada Desember 2005
 memberikan kerangka tentang hak-hak, peranan, dan tanggung jawab guru, dan menjelaskan tanggung jawab berbagai tingkat pemerintahan dalam kaitannya dengan guru. Bahasa yang digunakan cukup luas dalam beberapa hal, dengan maksud lebih terinci pada peraturan yang menyertainya. Undang-undang tersebut antara lain mencakup (i) prinsip profesional, (ii) kualifikasi dan kompetensi, (iii) hak dan kewajiban, (iv) wajib mengabdi dan kontrak kerja setelah tamat, (v) pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian; (vi) pembinaan dan pengembangan; dan (vii) penghargaan.

Sementara kebijakan nasional menetapkan penataan kepegawaian untuk sekolah dasar dan menengah, terdapat banyak ketimpangan dalam penugasan guru baik di sekolah maupun di kabupaten. Kabupaten mempunyai kewenangan untuk menangani ketimpangan-ketimpangan ini, namun masih ada keengganan untuk melakukan hal itu. Selanjutnya, perpindahan staf pengajar antara kabupaten dan provinsi nampaknya masih sangat sulit.

Dalam hal standar kualifikasi dan kompetensi, guru disyaratkan memiliki minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D4), selain kompetensi dalam empat bidang yang mencakup kemampuan pedagogi, personal, social, dan profesional. Kompetensi ini membutuhkan sejumlah kredit dari pelatihan yang harus diperoleh melalui universitas terakreditasi. Tujuan Pemerintah Indonesia ialah bahwa 40% guru akan memiliki kualifikasi S1 pada tahun 2009. Hal ini merupakan tugas yang besar karena terdapat 1,36 juta guru SD dan 490.000 guru SMP, dan hanya 17 persen guru SD dan 29 persen guru SMP yang memiliki kualifikasi S1. Jelas bahwa sistem yang ada sekarang tidak akan dapat mengatasi hal ini dengan pendekatan penataran penuh waktu yang mengharuskan guru meninggalkan kelas, oleh karena itu diperlukan adanya pelatihan dalam jabatan bagi guru.

Dalam kaitan ini, Undang-undang tersebut menetapkan bahwa pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk menyediakan anggaran pelatihan dalam jabatan untuk membantu peningkatan kualifikasi dan kompetensi akademik guru. Sertifikat profesi akan diberikan kepada guru yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi. Hal ini akan mempunyai dampak signifikan terhadap gaji karena bagi guru yang telah memperoleh sertifikat profesi berhak menerima tunjangan profesi sebesar gaji pokok, sehingga gaji mereka akan berlipat ganda. Unsur utama dalam undang-undang tersebut adalah bahwa tunjangan profesi ini akan dibayarkan oleh pemerintah pusat, baik bagi guru yang diangkat oleh pemerintah pusat maupun daerah, atau masyarakat.
II.4 Rancangan dan Relevansi Proyek

II.4.1 Rancangan Proyek

MBE dimulai pada bulan Februari 2003 sebagai proyek 19 bulan, dengan dana sebesar $3 juta, dibawah USAID Office of Dcentralized Local Government dengan focus program pada pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang berfokus pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan dasar. Rancangan awal ini merupakan intervensi yang relatif kecil dengan sasaran 10 pemerintah daerah, dan fokusnya adalah peran serta masyarakat dalam pengelolaan sekolah dan pengembangan peranan yang jelas bagi lembaga-lembaga daerah yang dilibatkan dalam pengelolaan pendidikan, termasuk Dinas Pendidikan, DPRD, Bappeda, dan Dewan Pendidikan. Tujuan umumnya adalah untuk memperbaiki manajemen pendidikan tingkat kabupaten dan meningkatkan transparansi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam pendanaan pendidikan.

Pada Oktober 2003, Presiden George W. Bush mengumumkan bantuan $157 juta untuk pendidikan Indonesia. Semenjak itu, strategi pendidikan USAID dikembangkan, dan USAID membuat kantor baru untuk mengelola pendidikan di Indonesia. Berdasarkan perubahan arah strategis USAID tersebut, MBE diubah dan diperpanjang pada Agustus 2004 sampai 31 Maret 2007 dengan dana yang meningkat sampai $10.099.564. Dengan demikian perpanjangan dan perubahan proyek tersebut melahirkan penekanan tambahan dan pembiayaan untuk perbaikan pengajaran dan pembelajaran mulai pada kelas 1 sampai 9, dan cakupan tambahan untuk Jawa Tengah dan Timur di 20 kabupaten.

Pada tingkat kabupaten, intervensi berfokus pada pengumpulan data, perencanaan, dan pengembangan bentuk pendanaan untuk mendukung manajemen berbasis sekolah. Pada tingkat sekolah dan masyarakat, fokusnya adalah (i) pengembangan manajemen berbasis sekolah (MBS), (ii) peningkatan partisipasi masyarakat, dan (iii) perbaikan mutu pengajaran dan pembelajaran melalui PAKEM. Perluasan selanjutnya terjadi pada Desember 2005 di mana MBE mulai dilaksanakan di dua kabupaten Provinsi NAD pasca tsunami untuk mendukung program DBE, dan penambahan tujuh sekolah di Jakarta Pusat pada Januari 2006.

Rancangan MBE memungkinkan pemilihan suatu gugus dengan 10 sekolah dalam satu kabupaten dengan dua sasaran kecamatan. Pemilihan dilaksanakan dengan berkonsultasi dengan pihak pejabat Dinas Pendidikan kabupaten, dan sekolah yang dipilih mencakup sekolah dasar dan SMP negeri, swasta, dan Madrasah. Sekitar 450 sekolah yang tersebar di 23 kabupaten yang ditargetkan untuk diberikan bantuan, sekitar 75 persen di antaranya adalah sekolah dasar, dan sisanya adalah SMP. Dari jumlah keseluruhan, sekitar 20 persen adalah Madrasah.

Selain bantuan MBE yang ditargetkan, laporan monitoring menunjukkan adanya diseminasi yang relatif tinggi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada sekolah-sekolah yang bukan penerima bantuan MBE. Misalnya, laporan monitoring program dari tahun 2006 menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten yang menggunakan dana dan sumber daya sendiri telah mendiseminasikan unsur-unsur program MBE yang mencapai sampai lebih dari 6.000 sekolah. Hal ini pada umumnya telah dilakukan dengan bantuan pelatih dari proyek MBE.

Pendekatan yang diadopsi oleh MBE relatif telah tersebar di Indonesia, dan telah berkembang dari kegiatan-kegiatan yang dimulai sejak tahun 1980an seperti Pusat Kegiatan Guru (PKG) – meningkatkan kerja guru – dan program pembelajaran aktif melalui dukungan professional atau “Active Learning through Professional Support (ALPS)” yang berfokus pada perubahan perilaku mengajar dan mendorong siswa untuk menjadi lebih aktif. Pada tahun 1999 UNICEF dan UNESCO, bersama dengan lembaga donor lainnya, bekerjasama dengan Diknas melaksanakan reformasi yang disebut sebagai program menciptakan komunitas pembelajaran bagi anak-anak atau ’the Creating Learning Communities for Children (CLCC). Program ini berlangsung sampai saat ini, yang didukung oleh sejumlah lembaga donor dan terdiri atas tiga komponen: Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Partisipasi Masyarakat, dan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM) dengan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang terpusat pada siswa. Proyek MBE mereplikasi model UNICEF/UNESCO untuk MBS, Partisipasi Masyarakat dan pendekatan PAKEM CLCC dengan bantuan manajemen tingkat kabupaten. Pendekatan CLCC telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia sebagai pendekatan resmi terhadap MBS. 

Sebagaimana dijelaskan pada situs Proyek DBE (www.dbe-usaid.org), proyek DBE bertujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui tiga komponen terpadu: (i) manajemen dan tatakelola pendidikan terdesentralisasi (DBE1), (ii) pengajaran dan pembelajaran (DBE2), dan (iii) kecakapan hidup yang relevan untuk remaja (DBE3).

Fokus utama DBE1 adalah pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan dasar, memperbaiki tatakelola di sekolah, dan memperkenalkan pemanfaatan sumber-sumber informasi untuk meningkatkan manajemen. Pada tingkat sekolah dasar, DBE2 melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam jabatan (in-service) berbasis gugus yang berfokus pada pembelajaran aktif dan peningkatan pendekatan penilaian siswa. Intervensi DBE3 berfokus pada pengembangan kecakapan hidup yang relevan untuk siswa usia SMP dalam rangka persiapan belajar sepanjang hayat dan memasuki dunia kerja.

MBE sering dianggap sebagai proyek uji coba, dan dalam hal ini DBE dalam pengertian luas dapat dianggap sebagai kegiatan tindak lanjut di mana DBE1 dan DBE2 menggambarkan intervensi MBE. Perbedaan utamanya adalah bahwa DBE1 memiliki pendekatan yang lebih berfokus pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah sedangkan MBE berfokus pada tingkat kabupaten/kota dan sekolah. Dengan DBE2 perbedaan utamanya adalah bahwa pendekatan gugus telah diadopsi, universitas setempat dilibatkan dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran untuk akreditasi guru. ‘Cluster Resources Centers (CRCs) atau pusat sumber belajar gugus akan dikembangkan sejalan dengan sumber-sumber belajar, taman kanak-kanak percobaan dengan memperkenalkan penggunaan pengajaran audio, dan memperkenalkan teknologi informasi dan komunikasi seperti perpustakaan digital dan Hotspot pendidikan melalui wi-fi. Komponen DBE3 tidak pernah menjadi bagian dari Proyek MBE, meskipun program DBE3 juga mencakup SMP. 

II.4.2 Relevansi Proyek

MBE dan DBE sangat sejalan dengan kebijakan desentralisasi pemerintah dan rencana strategi Diknas dan Depag, khususnya dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat setempat di sekolah, meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas melalui peningkatan kapasitas komite sekolah, dan ketersediaan bahan ajar dan lingkungan belajar yang semakin baik.

MBE telah dilaksanakan sebelum Undang-undang Guru dan pembentukan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan, dan oleh karenanya tidak memberi fokus pada peningkatan kualifikasi akademik guru-guru yang sedang berjalan. DBE2, bekerjasama dengan universitas setempat, memiliki posisi yang baik untuk melaksanakan kegiatan pelatihan guru yang berakreditasi yang dapat disinerjikan dengan persyaratan standar kualifikasi dan kompetensi guru.

Tim evaluasi menemukan tingkat kepemilikan yang sangat tinggi di antara semua tingkat pemangku kepentingan MBE. Kepemilikan ini didukung oleh tingkat pemahaman yang baik tentang tujuan MBE, bagaimana semua komponen bersinergi dan para pemangku kepentingan umumnya memiliki visi ke depan yang jelas. 

Bagian III. TEMUAN-TEMUAN
III.1 Manajemen Berbasis Sekolah dan Kabupaten 

Sebagaimana halnya yang umum terjadi pada sektor publik di Indonesia, sistem pendidikan Indonesia telah berjalan dengan cukup sentralistik. Pada tahun 2003, undang-undang pendidikan telah melimpahkan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber daya untuk pelaksanaan pendidikan sampai pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dan melimpahkan kewenangan pengambilan keputusan pada tingkat sekolah. Manajemen berbasis sekolah diuraikan pada Pasal 51 dan 56, yang melibatkan masyarakat melalui Komite Sekolah dalam perencanaan, monitoring, dan peningkatan mutu sekolah. Tanggung jawab terhadap pendidikan saat ini tergantung pada kabupaten, kecuali Madrasah yang masih dikelola secara terpusat oleh Depag. Salah satu tantangan utama  Indonesia adalah merealisasikan tujuan-tujuan yang ada seperti meningkatkan mutu pendidikan dalam konteks desentralisasi.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Gerakan Nasional untuk Mencapai Pendidikan untuk Semua, Telaah  Sektor Pendidikan Indonesia 2004, dan Renstra Pendidikan 2005-09, Indonesia memiliki banyak tantangan untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu. Beberapa isu yang berkaitan dengan manajemen, antara lain adalah tidak efektifnya manajemen di tingkat sekolah, tidak efisiennya penugasan staf di sekolah, besarnya jumlah guru SD yang tidak memenuhi kualifikasi minimum atau belum menguasai kurikulum, dan tingginya frekuensi ketidakhadiran guru.

Proyek MBE membantu berbagai aktivitas di tingkat sekolah, kecamatan, dan kabupaten untuk meningkatkan manajemen sekolah dan Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, dan pejabat pemerintah untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk dapat mengelola sumber daya pendidikan (personil, infrastruktur,   bahan kebuthan kantor dan keuangan).

Proyek tersebut mencoba untuk membagi tanggung jawab ketatakelolaan kepada para pemangku kepentingan, melatih kepala sekolah dalam hal manajemen dan kepemimpinan, memperbaiki mekanisme akuntabilitas dan transparansi, melibatkan orang tua dan pemangku kepentingan masyarakat di sekolah, dan melatih para pendidik dalam sistem tersebut. Ini menunjukkan bahwa proyek MBE telah membuat kemajuan yang signifikan terhadap semakin membaiknya manajemen berbasis sekolah namun masih banyak masalah struktural yang harus diatasi. Walaupun di luar tanggung jawab dan cakupan laporan ini untuk dianalisa, beberapa masalah yang ditemukan adalah: 1) fungsi, struktur dan keuangan dalam sistem pendidikan tidak jelas dan mungkin kurang terarah; dan 2) terdapat kinerja manajemen yang bercampur aduk pada tingkat kabupaten.

III.1.1 Temuan-Temuan: Capaian dan Kelemahan

Ketika sekolah memiliki kinerja yang baik, hal itu merupakan hasil dari berbagai faktor tetapi mungkin dua faktor yang paling penting adalah mutu dan kinerja tenaga pengajar dan kepemimpinan yang kuat dari kepala sekolah. Melalui desentralisasi, komite sekolah dan pemerintah kabupaten diharapkan menjaga sekolah dan guru tetap akuntabel dan kriteria dan standar akreditasi sekolah dan guru sementara dikembangkan untuk membantu mengukur kinerja, namun karena undang-undang belum diberlakukan, belum jelas bagaimana akreditasi akan digunakan atau bagaimana sekolah dapat meningkatkan kinerja mereka.

Peranan Kepala Sekolah

Pada model sentralistis, para kepala sekolah menerima petunjuk dan perintah dari berbagai tingkat pemerintahan yang selanjutnya diteruskan ke staf sekolah. Dalam sistem desentralisasi, kepala sekolah diharapkan menghapus model otoriter, lebih bebas, dan lebih terbuka dan kooperatif dengan masyarakat. Selain itu, kepala sekolah hendaknya menunjukkan 1) kepemimpinan manajemen sekolah yang terbuka, fleksibel, dan adaptif; 2) memberikan kepemimpinan instruksional. Pada dasarnya mayoritas kepala sekolah yang diwawancarai untuk tujuan laporan ini menunjukkan kemampuan-kemampuan tersebut.

Sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang, para kepala sekolah bersama dengan komite sekolah, guru, dan tokoh masyarakat, mengembangkan rencana pengembangan sekolah yang memuat tujuan umum, tujuan khusus, prioritas dan metode untuk mencapai hal-hal tersebut untuk kepentingan sekolah. Ketika para kepala sekolah diminta untuk menjelaskan proses pengembangan rencana strategi, sebagian besar menjelaskan proses yang sangat terbuka dan mereka menunjukkan pemahaman yang baik tentang peranan mereka yang lebih demokratis dalam membangun konsensus. Walaupun hampir selalu dalam bentuk format yang tidak sesuai, banyak rencana strategi disusun dengan sangat baik dalam bentuk dokumen. Yang lainnya agak acuh tak acuh dengan tujuan yang membingungkan dan agak bertentangan. Kebanyakan kepala sekolah dapat dengan mudah menyebutkan tujuan dan prioritas utama dalam rencana strategi namun, beberapa tidak dapat menangkap pertanyaan yang berkaitan dengan rencana strategis, mungkin menunjukkan keterlibatan yang tidak sepenuhnya dalam pengembangan rencana atau kurang berminat terhadap isi rencana tersebut. Hanya sedikit kepala sekolah yang mempertimbangkan pemutakhiran atau pengkajian ulang rencana strategis tersebut, walaupun dalam beberapa hal sebanyak lima prioritas pertama telah dicapai dan nampaknya perencanaan tersebut menjadi ketinggalan. Rencana strategis hampir selalu dipajang di sekolah tetapi sering seolah-olah kepala sekolah menganggap bahwa dengan cara demikian dia membuktikan keterbukaannya bukan melihatnya sebagai sesuatu yang bermanfaat. 

Anggaran sekolah juga selalu dipajang di sekolah dan, bahkan melebihi rencana strategis, para kepala sekolah cenderung menunjuknya itu sebagai bukti era transparansi dan akuntabilitas. Pajangan anggaran sekolah dengan jelas telah mengantarkan pada era keterbukaan tapi, setelah diamati dengan cermat anggaran tersebut hampir sama antara satu sekolah dengan sekolah lainnya dan informasi yang ada di dalamnya pada umumnya tidak ada perbedaan dengan apa yang telah diketahui secara luas, seperti daftar gaji guru per tahun. Yang menarik, informasi anggaran tentang pungutan sekolah atau dana lainnya yang dikumpulkan oleh komite sekolah tidak selalu ada dan sering ada ruang kelas baru dibangun, namun anggaran untuk proyek itu tidak dipajang.

Kebanyakan kepala sekolah merasa bahwa mereka telah menjadi pemimpin yang lebih baik sebagai hasil dari pelatihan MBE, mereka terpaksa menyebutkan contoh ketrampilan mereka, mungkin karena kerendahan hati, selain dari rencana pengembangan sekolah, kerjasama dengan orang tua dan masyarakat dan proses anggaran. Beberapa kepala sekolah menyebutkan kepercayaan diri yang meningkat sebagai kepala sekolah dan mereka menganggap dirinya menjadi lebih mampu mengelola lingkungan pembelajaran yang positif. Sebagian lainnya menganggap mereka telah menjalankan kepemimpinan di kelas dengan melakukan perubahan dan inovasi tetapi, pengaruhnya terhadap kepala sekolah sulit dibuktikan dan, walaupun guru-guru umumnya mengakui bahwa kepala sekolah telah menjalankan visi dengan baik, hanya sedikit yang mengemukakan keterlibatan dalam kelas atau kepemimpinan  kepala sekolah.

Walaupun kenyataan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah penerima bantuan MBE yang dikunjungi berbeda nyata dengan apa yang mereka rasakan sebelumnya dan saat ini menjadi tempat yang dinamis dan menyenangkan di mana pembelajaran yang sebenarnya berlangsung, ada beberapa isu yang tidak mudah atau tidak secara terbuka dibahas dan ada kesan bahwa kepala sekolah tidak ingin mengubah status quo. Misalnya, beberapa kepala sekolah mengelola sekolah dengan buruk dengan jumlah staf yang berlebihan – beberapa dengan rasio siswa/guru di bawah 10 – namun melihatnya seperti tidak ada masalah atau tidak mau membahas persoalan tersebut. Dalam banyak kasus, komite sekolah tidak terlalu aktif dan memberikan dukungan dan keterlibatan yang tidak memadai di sekolah dan, untuk alasan yang tidak diketahui, kepala sekolah merasa segan membahas masalah tersebut. Mungkin karena persoalan ini di luar bidang kepala sekolah atau karena persoalan tersebut telah berulang kali dikemukakan sehingga membuat mereka frustrasi dan apatis tetapi, di beberapa tempat kepala sekolah tidak selalu menjadi agen perubahan atau untuk hal tersebut tidak menjadi nara sumber umum yang baik.

Pada umumnya, para kepala sekolah di sekolah penerima bantuan MBE telah memegang peranan baru dalam hal kepemimpinan tatakelola sekolah dan instruksional tetapi mereka nampaknya lebih suka sebagai manajer sekolah dari pada sebagai pemimpin instruksional. Reformasi pendidikan tentang manajemen berbasis sekolah yang diperkenalkan melalui desentralisasi dan diperkuat dengan bantuan proyek MBE telah menghasilkan perubahan perilaku yang menonjol bagi kepala sekolah, termasuk misalnya mengupayakan rencana dan keuangan sekolah yang transparan, akuntabel, dan inklusif, dan menciptakan suasana pembelajaran yang lebih terbuka, inovatif, dan positif di sekolah. Namun, jika upaya desentralisasi dan penciptaan iklim perubahan dan inovasi di tingkat sekolah berhasil, program tersebut membutuhkan dukungan yang lebih kuat dari Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten dan kecamatan.

Dinas Pendidikan Kabupaten

Dalam sistem desentralisasi pendidikan, dinas pendidikan kabupaten mempunyai kedudukan penting antara pengambil keputusan dan pemberi layanan. Semua intervensi yang menyangkut pengembangan di tingkat sekolah harus juga mencakup interaksi dan unsur pelatihan dan pengembangan kapasitas lainnya di tingkat kabupaten. Begitu pula, setiap intervensi yang dimaksudkan untuk mendukung kebijakan nasional harus pula melibatkan tingkat kabupaten untuk menfasilitasi pelaksanaan kebijakan yang diperlukan. Nampaknya proyek MBE telah melakukan pekerjaan yang sangat baik sebelumnya; proyek tersebut telah memberikan pelatihan pengembangan kapasitas di tingkat kecamatan dan kabupaten yang terus berlangsung sampai memberi kesempatan kepada guru dan kepala sekolah untuk terus berkembang dan berinovasi. Mungkin perhatian perlu diberikan lebih banyak untuk meningkatkan pengambilan keputusan di tingkat kabupaten dan provinsi (pengembangan kapasitas provinsi tidak termasuk cakupan kerja MBE).

Salah satu tujuan utama proyek MBE adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk merencanakan dan memberikan layanan pendidikan. MBE menargetkan tiga lembaga khusus, DPRD kabupaten, Dewan Pendidikan, dan komite sekolah, dan melibatkan mereka dalam pelatihan dan kegiatan lokakarya lainnya. Secara khusus, kelompok ini telah dilatih di kabupaten dan kecamatan dalam hal analisa masalah, pemetaan sekolah, dan interpretasi data, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan rencana. Hampir semua dinas kabupaten dan kecamatan yang diwawancarai mengakui adanya manfaat pelatihan dan menjelaskan bahwa program tersebut memberikan ketrampilan yang mereka butuhkan untuk berperan serta dalam perencanaan, penganggaran, monitoring, dan pelaksanaan reformasi sekolah. Hampir semua orang menyatakan bahwa mereka mendapatkan cukup banyak informasi sebagai hasil dari intervensi MBE dan mereka percaya bahwa sistem sekolah telah menjadi lebih transparan dan akuntabel. Ketika mereka diminta untuk memberikan contoh tentang perbedaan dalam perilaku yang mereka lakukan dari hasil pelatihan MBE tersebut, sebagian besar pejabat dinas pendidikan kabupaten menunjuk ke ketrampilan yang ditemukan dalam analisis data dan perencanaan sistematis yang telah mulai memperbaiki alokasi dana di kabupaten. Meskipun temuan-temuan ini sudah sangat baik, ada beberapa ketidak-efesienan yang diamati dan sejumlah sinyal ‘campur aduk’ yang menunjukkan masih banyak hal yang perlu dilakukan dalam bidang ini.

Indikator penting tentang dampak ‘campur aduk’ proyek MBE mungkin dalam hal kepemilikan Pemerintah Indonesia terhadap proyek MBE. Evaluasi ini menemukan bahwa kepemilikan reformasi bantuan MBE bervariasi antara satu kabupaten dengan yang lainnya. Beberapa kabupaten telah menerima sepenuhnya konsep MBE tersebut dan, menggunakan dana mereka sendiri, memperluas dan mereplikasi intervensi MBE ke semua sekolah di kabupaten yang bersangkutan. Kabupaten lainnya telah menganggarkan dan mengalokasikan dana untuk kelanjutan dan kegiatan replikasi dengan memanfaatkan fasilitator MBE. Beberapa kabupaten telah membuat rencana untuk mereplikasi program pelatihan MBE di beberapa sekolah namun belum mengalokasikan dana untuk melaksanakan program MBE di kecamatan lain, sementara kabupaten lain tidak mempunyai rencana  jangka pendek untuk melanjutkan program MBE.

Tidak jelas mengapa ada variasi yang mencolok dalam kepemilikan MBE atau bahkan kalau kurangnya komitmen untuk mereplikasi program MBE menunjukkan kurangnya kepemilikan. Dan ragam respon dari pemerintah kabupaten dalam hal replikasi merupakan sebuah pedang bermata dua; ini jelas menunjukkan bahwa beberapa pejabat kabupaten yang berpandangan luas melihat pentingnya melaksanakan program tersebut di semua sekolah. Tetapi, dengan beragamnya respon mengenai replikasi program cenderung menunjukkan bahwa manfaat intervensi MBE untuk mendukung tujuan Diknas belum dilakukan dengan maksimal . Di lain pihak, proyek MBE oleh beberapa pihak dianggap sebagai suatu program yang menarik dan bermanfaat yang sejalan dengan tujuan Diknas tetapi belum banyak hal yang telah dilaksanakan untuk menunjukkan pentingnya intervensi berbasis sekolah terhadap pembuatan kebijakan kabupaten dan nasional.

Sinyal ‘campur aduk’ yang kedua yang sulit diinterpretasikan adalah kenyataan bahwa cukup banyak ketidakefesienan yang diamati dalam sistem sekolah. Jika tujuan intervensi manajemen berbasis sekolah adalah untuk membantu terciptanya sistem sekolah yang transparan dan akuntabel dan setiap orang cepat menunjuk secara simbolis kepentingan anggaran sekolah dan rencana strategis yang tertempel di dinding, selanjutnya mungkin sama pentingnya melihat bahwa sistem tersebut hanya sebagian yang akuntabel. Misalnya, beberapa sekolah memiliki staf yang berlebihan dengan rasio siswa/guru yang sangat kecil, sementara yang lainnya memiliki rasio siswa/guru yang tinggi (45-50 murid per kelas) yang menyebabkan metode pembelajaran aktif sulit dilaksanakan. Contoh lain tentang ketidakefesienan dapat dilihat dari adanya kepala sekolah yang mengikuti pelatihan mengenai teknik manajemen berbasis sekolah padahal akan dipindahkan ke sekolah lain, meninggalkan satu sekolah tanpa pemimpin yang telah dilatih MBS dan kepala sekolah yang telah dilatih MBE di tempatkan di suatu sekolah tanpa dukungan staf atau masyarakat yang responsif. Contoh lainnya dapat dilihat dari perbaikan dan pemeliharaan sekolah, kegagalan memperkenalkan pendekatan penghematan dana seperti, kelas rangkap, dan kegagalan menerapkan sistem pendanaan di beberapa kabupaten. Penugasan staf secara rasional dan pemaksimalan dana terbatas merupakan ciri sistem sekolah yang terkelola dengan baik dan akuntabel dan bukti dari sebaliknya menunjukkan bahwa, sementara persoalan tersebut di luar kewenangan kabupaten dan intervensi berbasis sekolah, mungkin proyek MBE harus lebih mempererat hubungan kerja dengan pejabat tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten agar persoalan ini dapat dimasukkan dalam dialog kebijakan.

Di lain pihak, proyek MBE berada di dalam kekuasaan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang sulit. MBE memperkenalkan kepada pejabat tingkat kabupaten tentang teknik manajemen dengan sistem data-base dan sistem pendanaan yang mendorong pendanaan di sekolah menjadi wajar dan transparan. MBE membantu pemerintah kabupaten untuk mengumpulkan dan menganalisa data, membuat rencana strategis, dan pendanaan sekolah berbasis kabupaten berdasarkan kebutuhan. Namun, tanpa tindakan yang jelas untuk mengungkap ketidakefesienan ini dan ‘kemauan politik’ untuk membuat keputusan yang sulit, persoalan ini tetap tidak terpecahkan dan mungkin di luar bidang proyek MBE.

III.1.2 Implikasi dan Pelajaran Berharga: Pendekatan Sekolah Menyeluruh berjalan dengan baik

Program manajemen berbasis sekolah didasarkan pada praktek-praktek yang dimulai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan dimantapkan dalam CLCC UNICEF. Pendekatan MBS bukanlah hal yang baru, tapi yang unik adalah pendekatan dengan melatih beberapa pemangku kepentingan dalam paket pelatihan terpadu. Karena semua pemangku kepentingan mendapatkan pelatihan tentang manajemen berbasis sekolah, keterlibatan masyarakat, dan teknik pembelajaran aktif, setiap pemangku kepentingan memahami peranan dan tanggung jawab pemangku kepentingan lainnya dan apa yang mereka akan capai dan keseluruhannya menjadi lebih dari sekedar sejumlah bagian-bagian.

Pelatihan MBS memberikan kontribusi yang berarti terhadap praktek manajemen sekolah

Walaupun sekolah diseleksi terlebih dahulu dari segi minatnya untuk berubah dan kepemimpinan dan sekolah tersebut mungkin pada awalnya termasuk sekolah terbaik pengelolaannya di Indonesia, program MBS MBE secara jelas membuat perbedaan dalam hal mentransformasi sekolah. Pemerintah Indonesia membutuhkan pengembangan rencana anggaran dan rencana sekolah tapi pelatihan MBS MBE telah menghasilkan beberapa contoh rencana strategis yang sangat baik dan merupakan langkah awal yang penting dalam kerjasama masyarakat dengan sekolah. Selain itu, pelatihan kepemimpinan jelas menjadi dasar dan penambah kepercayaan diri bagi para kepala sekolah yang mendayagunakan pelatihan tersebut.

Kepala sekolah lebih senang sebagai manajer

Sebagian besar kepala sekolah nampaknya lebih senang sebagai manajer sekolah dibanding sebagai pemimpin instruksional. Karena sebagian besar kepala sekolah berasal dari guru dan oleh karenanya harus merasa nyaman di kelas, temuan tersebut sulit dipahami. Di sisi lain, mungkin karena kepala sekolah lebih menyukai metode mengajar tradisional atau, karena mereka, sebagai mantan guru, tidak suka dengan peran pemimpin instruksional lainnya dan lebih suka tidak mengintervensi, kecuali kalau diminta ke kelas. Selain itu, mungkin karena kepala sekolah menganggap dirinya terlalu sibuk atau terlalu penting untuk mencemaskan tentang apa yang terjadi di kelas. Dalam beberapa hal, nampak bahwa dibutuhkan penyesuaian dalam program pelatihan tersebut untuk memberi penekanan pada peran kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional.

Dinas Pendidikan Kabupaten memainkan peranan penting dalam kesuksesan pendekatan MBS

Hampir semua dinas pendidikan kabupaten memuji usaha program MBE tetapi, pada penghujung program, hanya sekitar separuhnya yang memberikan komitmen dana atau memiliki rencana jelas untuk memperpanjang atau melanjutkan program MBE di kabupaten mereka. Selain itu, beberapa dinas pendidikan kabupaten menghambat upaya MBE dengan memindahkan kepala sekolah yang telah dilatih oleh MBE ke sekolah bukan penerima bantuan MBE. Akhirnya, dengan adanya kelebihan dan kekurangan staf dan meskipun sudah ada upaya pelatihan MBE dan MBS yang baik, masih ada pekerjaan besar sebelum sistem pendidikan dianggap akuntabel dan transparan. Berdasarkan ini dan faktor lain, nampak bahwa MBE, penggantinya (DBE), atau USAID dapat dan harus bekerja lebih keras untuk lebih bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam dialog kebijakan, dan studi keuangan yang mengarah pada perubahan kebijakan (lihat Lampiran I: daftar bidang-bidang yang memerlukan penelitian lanjutan).

Strategi dan Pendekatan untuk melanjutkan MBS

Keberlanjutan dalam hal keuangan dapat terlihat dengan adanya upaya mengadopsi metodologi, pendekatan, atau modul program dalam bentuk replikasi oleh pejabat daerah. Sebagaimana yang telah diperlihatkan, sekitar separuh dinas pendidikan kabupaten berkomitmen untuk meneruskan pendekatan MBE dan MBS setelah berakhirnya program MBE. Selain itu, ide yang ditawarkan oleh MBE dan pendahulunya yang ditawarkan oleh UNICEF dan AusAID telah dimasukkan ke dalam undang-undang pendidikan dan telah mengubah cara pendidik di Indonesia memandang reformasi berbasis sekolah. Dengan keberhasilan pendekatan MBE, orang yang berkeinginan meningkatkan kinerja sekolah pastilah menggunakan unsur-unsur pendekatan sekolah yang menyeluruh yang terpadu dengan MBS, keterlibatan masyarakat, dan pembelajaran aktif dalam suatu paket pelatihan. 

III.2 Keterlibatan Masyarakat

III.2.1 Temuan: Capaian dan Kelemahan

Keterlibatan masyarakat di sekolah (salah satu tujuan utama program MBE) dimaksudkan untuk memberdayakan pemangku kebijakan sekolah untuk berpartisipasi dalam berbagai cara untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Tim evaluasi menemukan bahwa keterlibatan masyarakat di sekolah telah terjadi secara luas melalui komite sekolah dan kelompok masyarakat lainnya termasuk orang tua, dunia usaha, dan pemanhku kebijakan sekolah lainnya.

Komite sekolah dilibatkan di sekolah dalam empat aspek manajerial: memberi pertimbangan, pengawasan, memberi dukungan dan memediasi. Dalam memberi pertimbangan, komite sekolah memberikan masukan dan saran-saran dalam pengembangan RIPS (rencana strategi) dan RAPBS (rencana anggaran) sekolah sementara dalam aspek pengawasan, komite sekolah melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan RIPS dan RAPBS. Pada aspek memberi dukungan, komite sekolah melakukan upaya untuk mendapatkan sumber pendanaan serta memberikan berbagai dukungan berupa sumbangan pemikiran dan tenaga. Dalam aspek memediasi, komite sekolah menyalurkan keinginan, saran-saran, keluhan, dan harapan stakeholder tentang program sekolah kepada pejabat yang terkait. Contoh-contoh keterlibatan komite sekolah dalam keempat aspek manajemen sekolah tersebut telah disaksikan oleh tim evaluasi.

Agar para stakeholder lebih tahu tentang bagaimana berpartisipasi dalam komite sekolah atau peran serta apa yang dapat diberikan ke sekolah, MBE memberikan pelatihan untuk komite sekolah, guru, kepala sekolah, orang tua, dan anggota masyarakat. Mereka dilatih bagaimana mengembangkan RIPS dan RAPBS. Informasi yang dikumpulkan dari sumber yang berbeda menunjukkan bahwa partisipasi dari sekolah dan masyarakat dalam pelatihan sudah lebih meluas pada kabupaten yang memperoleh bantuan MBE . Bahkan banyak peserta yang berasal dari sekolah bukan penerima bantuan MBE. Pelatihan MBE menunjukkan dampak yang luar biasa terhadap peran masyarakat di sekolah. Tim evaluasi menemukan bahwa peran serta masyarakat di sekolah telah meningkat: (1) bantuan orang tua dan masyarakat kepada sekolah dalam bentuk uang dan bentuk lainnya; dan (2) dukungan masyarakat terhadap pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Bantuan keuangan dan bantuan bentuk lainnya terjadi di semua sekolah yang dikunjungi, termasuk SMP, SD, dan Madrasah. Beberapa sekolah mewajibkan siswa membayar sumbangan harian dan atau bulanan untuk memperbaiki kondisi kelas dan sumber pembelajaran, sementara yang lainnya meningkatkan dukungan keuangan secara teratur melalui kerjasama lembaga-lembaga lain untuk membangun fasilitas baru – ruang kelas, laboratorium, dan lain-lain. Peran serta masyarakat dipandang oleh banyak orang tua sebagai cara membagi beban dalam membantu pendidikan anak-anak. Mereka menunjukkan kemampuannya mendorong orang berpenghasilan rendah untuk menyumbang dalam bentuk barang atau tenaga/jasa dan bukan uang. Sebagai pengganti uang, mereka dapat menyumbangkan tenaganya untuk pemeliharaan sekolah dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah lainnya. Orang tua juga menekankan prinsip tanggung jawab bersama melalui komite sekolah. Pemangku kepentingan sekolah lainnya bersikap sangat positif tentang efektifitas komite sekolah dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sekolah.

Bentuk partisipasi masyarakat lainnya yang telah diupayakan oleh MBE adalah melibatkan orang tua dan anggota masyarakat lainnya dalam proses belajar mengajar. MBE mendorong ide tentang orang tua dan anggota masyarakat bekerja secara tertaur di kelas untuk membantu mengajar siswa. Akibatnya, di sekolah sasaran MBE, orang tua telah memberikan partisipasi tenaga dalam proses pendidikan. Pada tingkat SD, beberapa orang tua pada kelas rendah (1 dan 2) melibatkan diri di kelas untuk membantu siswa belajar memegang pinsil, menulis huruf, membaca alpabet, atau bagaimana mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Di luar kelas, beberapa orang tua menyiapkan sumber pembelajaran, menyimpan pekerjaan siswa, sementara yang lain mengajar ketrampilan kerajinan, Bahasa Inggris, computer dan ketrampilan lainnya setelah jam sekolah. Pada tingkat SMP, orang tua juga memberikan bantuan tenaga untuk kegiatan sekolah tetapi mereka tidak dilibatkan di kelas sebagaimana halnya di SD. Salah satu alasan untuk ini adalah bahwa orang tua dapat merasa tertekan karena tingkat pelajaran di SMP lebih tinggi dan oleh karenanya mereka kurang percaya diri terlibat dalam memberikan bantuan dalam proses belajar mengajar.

Semua keterlibatan dan sumbangan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan proses dan fasilitas pendidikan agar dapat meningkatkan prestasi siswa. Oleh karena itu, di kebanyakan sekolah semua bantuan, dalam bentuk apapun, yang diberikan ke sekolah adalah di bawah pengawasan komite sekolah dan dikelola oleh kepala sekolah berdasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagian besar kepala sekolah dan komite sekolah di sekolah sasaran MBE telah menerapkan praktek transparansi dan akuntabilitas dengan rentang dari cukup baik ke amat baik. 

Di sekolah-sekolah sasaran MBE, forum komite sekolah dan paguyuban orang tua berbasis kelas telah dibentuk sebagai mekanisme kunci untuk meningkatkan peran serta masyarakat di sekolah. Para kepala sekolah melaporkan bahwa peran orang tua, masyarakat dan perusahaan setempat, dan komite sekolah dalam hal pendanaan dan pemberian dukungan ke sekolah semakin meningkat. Dukungan datang dalam bentuk uang dan sumbangan tenaga untuk memperbaiki kelas dan lingkungan fisik sekolah. Orang tua dan anggota masyarakat lebih bersemangat menyumbang ke sekolah apabila mereka mengetahui bagaimana dan untuk apa uang tersebut dibelanjakan. Meningkatnya partisipasi masyarakat ini menunjukkan adanya kepercayaan dan komitmen yang tinggi terhadap sekolahnya. 

Pertumbuhan partisipasi masyarakat di sekolah telah juga memberi kesempatan yang besar kepada sekolah untuk meningkatkan fasilitas belajar di setiap kelas, yang memungkinkan pendekatan PAKEM lebih mudah dilaksanakan. Masyarakat sekolah tidak hanya memberikan sumber belajar dan bantuan di kelas tapi juga beberapa perabot kelas yang diperlukan oleh guru. Selain itu, keterlibatan masyarakat telah menciptakan manajemen sekolah yang lebih efektif karena komite sekolah mungkin berhadapan dengan kepala sekolah jika terjadi kesalahan. Komite sekolah juga membantu kepala sekolah dalam hal kedua belah pihak dapat belajar dan mengembangkan ketrampilan mereka mengerjakan tugas-tugas dengan cara yang lebih transparan dan akuntabel.

Sementara partisipasi masyarakat pada umumnya meningkat, praktek tersebut belum merata di semua kabupaten. Konsep transparansi dan akuntabilitas masih relatif baru bagi pemangku kepentingan sekolah dan mereka perlu melewati masa transisi agar lebih akrab dengan system tersebut. Kondisi yang tidak menguntungkan untuk beberapa sekolah ialah bahwa tidak semua sekolah dapat bergantung banyak pada masyarakat untuk memperoleh tambahan sumber dana; sekolah dengan manajemen yang lebih terbuka dan dengan pemangku kepentingan yang memiliki banyak informasi akan menerima lebih banyak dukungan dari masyarakat. Sebaliknya, sekolah dengan manajemen tertutup dan dengan masyarakat rendah pendidikan dan kurang beruntung juga akan memperoleh kesempatan yang sedikit untuk mendapatkan partisipasi dan sumbangan   dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, beberapa sekolah akan selalu mengalami kesulitan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui orang tua dan masyarakat. Dengan demikian mereka akan melakukan kerja sama dengan perusahaan atau lebih banyak tergantung pada dana pemerintah.

Sekolah secara rutin membuat RIPS dan RAPBS, dan selalu dipajang dengan jelas. Namun, Tim Evaluasi menyimpulkan bahwa rencana-rencana ini tidak secara konsisten diperbaharui, dan tingkat partisipasi masyarakat yang sebenarnya dalam pengembangan dan monitoring rencana-rencana ini oleh anggota masyarakat sekolah dipertanyakan di banyak sekolah. Untuk mendukung kesimpulan ini, ditemukan bahwa di banyak sekolah komite sekolah hanya bertemu tiga atau empat kali dalam setahun, dan bahwa keterlibatan masyarakat di luar pertemuan formal ini lebih bersifat konsultatif daripada kolaboratif. Selain itu, di sejumlah sekolah tingkat keanggotaan masyarakat di komite sekolah sangat terbatas, sering hanya melibatkan dua atau tiga anggota komite sekolah. Membatasi partisipasi masyarakat di komite sekolah bisa saja mengurangi transparansi. Oleh karena itu, perlu ada jaminan bahwa komposisi komite sekolah mewakili semua kelompok pemangku kepentingan kunci dalam masyarakat sekolah. 

III.2.2 Implikasi: Pelajaran Berharga: Keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dari Model MBE

Model MBE mengamanatkan agar para orang tua dan warga masyarakat lainnya bersama dengan pemerintah bertanggung jawab dalam menangani sekolah. Gagasan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sekolah dapat dibantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan partisipasi masyarakat. Pada semua sekolah sasaran MBE, keterlibatan masyarakat telah nyata membawa banyak perubahan tidak hanya dalam aspek fisiknya  tetapi juga dalam aspek pengelolaan sekolah khususnya proses pendidikan.

Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pelaksanaan MBE yang baik meningkatkan keinginan beberapa anggota masyarakat memberikan bantuan keuangan dan atau menyediakan tenaga kerja sukarela di dalam kelas. Terdapat pula bukti yang menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas akan meningkatkan partisipasi masyarakat di sekolah. Para orang tua mau berpartisipasi karena mereka mengetahui program sekolah dan mereka merasa memiliki sekolah tersebut.

Orang tua yang terlibat mempengaruhi kualitas pendidikan

Mungkin salah satu pelajaran yang   dipetik dalam hal ini adalah bahwa partisipasi orang tua yang teratur dalam kelas menunjukkan perubahan penting dalam proses pendidikan dan dalam keterbukaan sekolah terhadap masyarakat. Hal ini baru tetapi merupakan perubahan penting yang harus melalui masa transisi pada beberapa sekolah. Para guru perlu berubah sikap dari tertutup menjadi terbuka terhadap kehadiran orang lain dalam kelas ketika mereka sedang mengajar. Akan tetapi bagi banyak guru, kehadiran orang lain sangat membantu dan memotivasi meningkatkan kemampuan mengajar mereka untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik dan mungkin menarik lebih banyak dukungan dari masyarakat.

Kepemilikan

Pelajaran penting lain yang dipetik adalah bahwa keterlibatan masyarakat dalam hampir seluruh kegiatan sekolah meningkatkan derajat kepemilikan para pemangku kepentingan. Komite Sekolah, orang tua dan anggota masyarakat lainnya merasa dihargai ketika mereka terlibat dalam kegiatan sekolah. Jika mereka merasa bahwa mereka sesungguhnya merupakan bagian komunitas sekolah dan memahami bahwa sekolah tidak hanya dikelola oleh pemerintah tetapi juga oleh seluruh pemangku kepentingan, maka rasa kepemilikan akan meningkat. Di beberapa sekolah sasaran MBE yang dikunjungi oleh tim evaluasi, pertemuan dan wawancara selalu dihadiri banyak pemangku kepentingan sekolah. Hal ini jelas menunjukkan bahwa perhatian dan komitmen masyarakat terhadap sekolah cukup tinggi dan perlu diingat bahwa semangat seperti ini perlu dipertahankan.

Dukungan Dinas Pendidikan Kabupaten 

Ketika tim evaluasi mengamati banyak contoh partisipasi masyarakat, semangat dan tingkat pemahaman yang sama tidak selalu ditunjukkan oleh Dinas Pendidikan. Karena Dinas Pendidikan merupakan penanggung jawab dalam pembiayaan sekolah dan kepegawaian, dan lebih penting lagi ia merupakan pelaksana kebijakan nasional, maka pelajaran yang dipetik dari aspek ini adalah bahwa pegawai pada kantor ini harus lebih mengetahui dan lebih terlibat   dalam dinamika partisipasi masyarakat. Kita harapkan agar kegiatan sekolah yang digerakkan oleh masyarakat akan menjadi lebih matang dan inovatif pada masa akan datang, seperti Komite Sekolah melibatkan lebih banyak anggota masyarakat, mengetahui lebih banyak tentang sekolah, dan lebih yakin akan peran mereka masing-masing. Namun demikian, tanpa dukungan sepenuhnya dari Dinas Pendidikan, prakarsa baru dari Komite Sekolah dan komunitas sekolah tidak mungkin dapat terwujud.

Dukungan yang diharapkan

 Tingkat partisipasi masyarakat antara sekolah yang satu dengan lainnya tidak sama. Oleh karena itu, pelajaran yang dapat dipetik dalam hal ini adalah diperlukan lebih banyak dukungan untuk memaksimalkan partisipasi sekolah. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa kita harus menggunakan pendekatan “satu ukuran untuk semua”, seperti yang ditemukan oleh tim evaluasi bahwa kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi dalam kegiatan sekolah sangat bervariasi dan perbedaan di antara para kepala sekolah dalam hal keinginan “melanjutkan” kebiasaan mengelola dan mengambil keputusan secara tradisional dengan model amat otoriter dan manajemen “atas-bawah”. Oleh karena itu, sekolah perlu mengembangkan sendiri langkah yang perlu ditempuh sesuai dengan keadaan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Hal ini perlu dilakukan agar perubahan dapat berlangsung terus dan menghindari kehendak kepala sekolah untuk mengurangi partisipasi masyarakat sehingga mereka dapat terus menguasai pengelolaan sekolah. 

III.3 Mengajar dan Belajar

III.3.1 Temuan-Temuan: Capaian dan Kelemahan

Dalam berbagai laporan, Proyek MBE memberikan pengaruh yang mengesankan dalam pengelolaan kelas. Jika dibandingkan dengan rata-rata pengelolaan kelas di Indonesia, pengelolaan kelas MBE memiliki suasana belajar yang lebih kaya dan guru memiliki pendekatan mengajar yang lebih luas serta materi pelajaran yang lebih menarik. Prestasi lain yang menarik dalam hal ini adalah dukungan para pemangku kepentingan terhadap pembelajaran aktif secara umum dan khususnya pada pendekatan PAKEM.

Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa prestasi siswa telah meningkat sebagai hasil program MBE. Sebagai contoh, banyak sekolah yang melaporkan bahwa prestasi siswa telah meningkat terbukti dengan meningkatnya rating sekolah dan prestasi dalam berbagai kompetisi antar sekolah. Data yang ada pada Proyek MBE tentang peringkat sekolah di dua kabupaten, berdasarkan hasil ujian, menunjukkan kenaikan peringkat sekolah proyek MBE yang signifikan. Selain itu, Proyek MBE telah melaksanakan tesnya sendiri pada 54 sekolah dengan menggunakan tes khusus yang dikembangkan bersama dengan program CLCC. Hasilnya menunjukkan adanya kenaikan nilai siswa antara tahun 2004 dan 2006 dalam membaca (Kelas 1), membaca pemahaman (Kelas 4), matematika (Kelas 4), dan sains (Kelas 5).

Karena hasil-hasil dan bukti ini belum mampu meyakinkan bahwa prestasi siswa meningkat karena intervensi MBE, maka Tim Evaluasi menyimpulkan bahwa mungkin terdapat peningkatan dalam prestasi siswa. Tetapi ini merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus, dan hal ini akan sangat baik bagi USAID dan Pemerintah Indonesia bekerja sama dalam melakukan pemantauan yang lebih cermat yang dapat menunjukkan dampak intervensi suatu proyek terhadap prestasi siswa.

Sejumlah guru berkomentar bahwa pengenalan kurikulum berbasis kompetensi oleh pemerintah nampaknya mendukung pendekatan PAKEM. Meskipun PAKEM relatif menambah beban kerja guru, mereka tetap memiliki komitmen yang kuat terhadap pelaksanaannya dan menghargai manfaat dan hasil yang dicapai dalam penerapan PAKEM baik dalam kelas maupun di sekolah secara keseluruhan. Perubahan sikap dan tingkah laku ini merupakan hasil yang mengesankan dan berarti bagi Proyek MBE, dan menunjukkan dengan jelas bahwa salah satu hambatan utama yang perlu diubah dalam kelas telah dapat diatasi, yakni resistensi guru terhadap perubahan.

Indikator implementasi PAKEM yang paling banyak ditemukan adalah pengaturan tempat duduk siswa yang berkelompok dan pemajangan bahan ajar pada dinding   termasuk contoh-contoh pekerjaan siswa. Dengan demikian pencapaian yang paling signifikan adalah peningkatan yang cukup cepat dan mengesankan pada lingkungan belajar dalam kelas, usaha sungguh-sungguh oleh guru untuk meninggalkan metode didaktik tradisional, dan dukungan kuat dari para pemangku kepentingan untuk PAKEM.

III.3.2 Implikasi dan Pelajaran Berharga

PAKEM mungkin telah mencapai tingkat “plateau”

Ketika peningkatan yang mengesankan telah dicapai dalam ruang belajar seiring dengan kemajuan dalam peningkatan metode pengajaran di sekolah MBE, maka kemajuan ini telah mencapai fase ‘plateau’ di sekolah-sekolah yang telah menerima semua modul PAKEM. Akibatnya adalah bahwa peningkatan selanjutnya mungkin tidak ada lagi, atau kemajuan yang dicapai tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang bila langkah-langkah korektif tidak dilakukan.

Pemanfaatan fasilitator MBE secara keseluruhan nampaknya sangat efektif, hal ini dimungkinkan karena mereka adalah guru-guru reguler yang berkomitmen tinggi, sehingga mereka umumnya dapat menghubungkan dengan baik tantangan yang ada di sekolah mereka dan sekolah yang ada di sekitarnya yang menerapkan PAKEM. Meskipun demikian, ketika Proyek MBE berakhir, mereka mungkin telah melatih teman sejawatnya sejauh pengalaman dan pelatihan PAKEM mereka memungkinkan, sehingga mencapai  fase ‘plateau’. Pengembangan profesi guru merupakan proses jangka panjang dan berkelanjutan yang membutuhkan bimbingan, pemantauan, dan dukungan yang terus menerus untuk melakukan perubahan di kelas. Hal ini tidak berarti bahwa para guru hanya, memerlukan pelatihan formal yang lazim terjadi di Indonesia dimana banyak guru telah dilatih berulang kali tetapi tidak menghasilkan perubahan berarti dalam praktek dalam kelas.

Intervensi MBE telah membangun lingkungan yang baik bagi pengembangan guru ke depan

Yang penting adalah intervensi MBE membuka wawasan guru dengan jelas bahwa di sekolah guru yang lain merupakan sumber pengetahuan yang penting tentang pengajaran. Dengan demikian hasil intervensi MBE yang paling mengesankan adalah resistensi guru untuk berubah telah teratasi, lingkungan belajar di kelas telah berubah secara signifikan, dan para guru telah mengalami kemajuan dalam meningkatkan metodologi pembelajaran di dalam kelas. Bahkan lebih dari itu bahwa MBE telah mengembangkan lingkungan sekolah, yang bila digunakan dengan baik, akan terus meningkatkan proses belajar dan mengajar.

Hal ini memberikan kesempatan yang baik untuk memperkenalkan intervensi-intervensi berbasis sekolah bagi pengembangan kegiatan mengajar di kelas tanpa mengandalkan bahan ajar yang mahal dari pelatihan formal.
Guru-guru MBE diposisikan dengan baik untuk selanjutnya mengembangkan metode mengajar mereka

Seperti dikemukakan di atas, tim evaluasi menyimpulkan bahwa program MBE telah mencapai prestasi yang signifikan dan mengesankan dalam meningkatkan proses belajar mengajar di kelas. Pada waktu yang sama, Tim Evaluasi menyimpulkan bahwa kelas PAKEM dapat menjadi lebih efektif dan ketrampilan mengajar dapat berkembang dengan baik jika para guru dapat dengan yakin mengadopsi metode yang lebih maju dalam hal seperti berikut ini:

· Ketrampilan memberi penjelasan,

· Demonstrasi atau peragaan

· Berbagai strategi untuk awal dan akhir pelajaran sesuai dengan isi dan hasil belajar yang diharapkan,

· Penggunaan papan tulis yang lebih efektif dan bervariasi,

· Penggunaan kelompok kecil dalam belajar bersama (cooperative learning) yang beragam

· Memilih dan menggunakan sumber pengajaran yang tepat,

· Menerapkan berbagai penilaian pembelajaran siswa sesuai dengan berbagai kebutuhan guru, siswa, orang tua, pejabat pendidikan, dan motivasi siswa, dan

· Pendekatan-pendekatan yang lebih canggih untuk penilaian formatif dan sumatif siswa.

Pertimbangan selanjutnya yang sangat penting adalah sejumlah guru mengakui manfaat PAKEM yang amat menggiurkan, tetapi pada saat yang sama mereka harus menggunakan banyak pembelajaran tradisional (metode ceramah dan hafalan) untuk memenuhi kebutuhan ujian lokal umumnya berbasis hafalan.
Masukan MBE telah memberikan suasana yang ideal di seluruh lingkungan sekolah dan metode mengajar di kelas yang berbasis-ketrampilan yang secara potensial dapat mendukung guru untuk selanjutnya meningkatkan dan mengembangkan keberhasilan awal dalam kegiatan belajar yang diperkenalkan oleh PAKEM. Maka dari itu hal ini merupakan tanggung jawab penting bagi USAID dan Pemerintah Indonesia untuk bekerja sama memajukan prestasi dalam kelas yang telah dicapai MBE sampai saat ini. Pendekatan yang mendukung prestasi ini akan diuraikan lebih rinci pada bagian lain laporan ini dan akan mencakup aspek-aspek seperti penguatan KKG/MGMP di tingkat gugus.

III.4 Efisiensi Proyek

Evaluasi efisiensi proyek meliputi pemeriksaan Laporan Monitoring Kemajuan Tahunan dan dipadukan dengan observasi lapangan oleh Tim Evaluasi.

Sementara tim MBE dan para pemangku kepentingan dapat menyampaikan kerangka pikir proyek bahwa di permukaan nampak sederhana dan jelas, dalam pelaksanaannya adalah suatu intervensi gabungan yang kompleks yang meliputi desentralisasi manajemen kabupaten dan tata kelola pendidikan, manajemen berbasis sekolah dan masyarakat, proses belajar mengajar di sekolah, dan diseminasi dan replikasi praktek yang baik. Tim MBE telah melakukan intervensi yang kompleks ini dengan cara yang mengesankan yang mencapai kepemilikan pemangku kepentingan yang sangat tinggi.

Yang menjadi catatan penting adalah respon efektif dari tim MBE terhadap tuntutan USAID untuk perluasan program dari 10 kabupaten menjadi 20 kabupaten, sebagai tambahan dari bantuan tidak langsung untuk NAD, Jakarta dan Proyek Desentralisasi Pendidikan Dasar. Hal ini menunjukkan dua kualitas yang penting. Yang pertama adalah menunjukkan kehandalan yang tinggi dari Tim MBE, dan yang kedua adalah keunggulan model dan pendekatan MBE.

III.4.1 Analisis Capaian dan  Implementasi  

Laporan Monitoring Kemajuan Tahunan tanggal 8 Desember 2006 menunjukkan bahwa 17 dari 24 hasil (output) seperti tertuang dalam Monitoring Kinerja dan Rencana Evaluasi telah tercapai, dan dari output ini, 12 output (50 persen dari total hasil) telah terlampaui. Keenam output yang tidak tercapai pada laporan tahun 2006 termasuk; kelambanan/ketertinggalan pada 4 sekolah dari target 280 yang terdapat dalam RAPBS, 23 sekolah dari target 240 yang memiliki Komite Sekolah, 28 sekolah dari target 200 di mana bantuan masyarakat meningkat dalam bentuk keuangan, kelambanan/ketertinggalan pada 28 sekolah dari target 200 yang menjadikan strategi masyarakat aktif untuk memelihara dan mengembangkan fasilitas sekolah. Selain itu, survei tentang kepuasan pemangku kepentingan belum juga dilakukan, dan tidak ada target yang ditetapkan untuk disiminasi MBE.

Dengan memperhatikan tuntutan perluasan program yang diberikan kepada MBE, Tim Evaluasi tidak menganggap kelambanan/ketertinggalan ini sebagai sesuatu yang serius, khususnya ketika kita melihat bahwa mereka telah melampaui target pada output yang lain. Perlu pula diperhatikan bahwa kemajuan yang baik terjadi pada sekolah yang mengalami keterlambatan/ketertinggalan dan tidak ada yang gagal total, dan beberapa target mungkin masih susah tercapai dan dipengaruhi oleh faktor dari luar proyek ini.

III.4.2 Kekuatan dan Kelemahan Teknik Pendekatan  MBE

Seperti diuraikan dalam laporan ini bahwa pengaruh MBE terhadap partisipasi sekolah sangat mengesankan dalam beberapa aspek, dan sekolah-sekolah menjadi sangat berbeda dengan sekolah-sekolah non-MBE. Meskipun demikian, Tim Evaluasi menemukan kemungkinan terjadinya ‘plateau’ pada implementasi, di mana pengembangan menjadi stagnan, dimana sekolah mengandalkan perubahan fisik dalam kelas sebagai bukti kemajuannya. Dalam banyak hal, situasi ini dapat berlanjut karena adanya sejumlah kelemahan pendekatan monitoring MBE. Penjelasan tentang beberapa kelemahan tersebut diuraikan di bawah ini.

Kinerja Guru

MBE menggunakan sejumlah indikator kelas untuk memberikan bukti perubahan pada kinerja guru untuk mendukung pembelajaran terpusat pada siswa (student-centered learning). Indikator-indikator tersebut meliputi: penggunaan kerja berpasangan atau kelompok, menanyakan pertanyaan inquiri yang memerlukan penjelasan (non-recall), membuat dan menggunakan alat peraga sendiri, membantu siswa mengerjakan tugasnya secara individu, memilih metode penilaian formatif, dan memberikan umpan balik pada siswa.

Target monitoring terhadap kemampuan guru tersebut tertuang dalam Laporan Monitoring Kemajuan Tahunan untuk Oktober 2004 – September 2005 (1 Februari 2006) dan September 2006 (8 Desember 2006) adalah 70 persen dan 80 persen dari guru yang telah dilatih dapat menunjukkan kemampuan ini. Hasil yang dilaporkan pada tanggal 8 Desember 2006 adalah:

“Target telah tercapai. Pada semua tahapan, 90% guru menunjukkan minimal dua kemampuan baru…”

Sementara pada permukaan hal ini nampak sebagai prestasi yang mengesankan, pada hakekatnya hal ini merupakan indikator yang lemah dari keberhasilan dan perubahan kemampuan mengajar di kelas. Pertama, pendekatan ini dianggap lemah dalam dua kemampuan baru yang perlu ditunjukkan oleh guru yang dimonitor. Misalnya “penggunaan kelompok/perpasangan” dan ‘pembuatan dan penggunaan alat peraga sendiri”. Yang menarik adalah baik laporan monitoring bulan Februari 2006 maupun bulan Desember 2006 menunjukkan bahwa “Secara keseluruhan, perubahan yang paling umum yang ditemukan pada kinerja guru adalah penggunaan kerja kelompok di kelas…” Yang mengherankan bahwa umumnya kelas MBE mempunyai tempat duduk yang disusun secara berkelompok, pada hal kriteria yang jelas yang mendasari kerja berpasangan atau kerja kelompok ini tidak dijelaskan dalam Laporan Monitoring, maka dari itu tingkat keberhasilan pada aspek ini boleh jadi relatif mudah bagi para guru. Hal yang sama terjadi pada penggunaan alat praga; tidak ada informasi dalam Laporan Monitoring tentang kualitas alat peraga ini, relevansi pelajaran, dan efektifitas dalam mencapai hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan alat praga yang dibuat. Oleh karena itu, indikator ini masih sangat umum dan terbuka untuk interpretasi yang luas. 

Dengan mempertimbangkan kelemahan dari monitoring ini, dan sebagai konsekuensi kekurangan dari umpan balik diagnostik terhadap proyek secara keseluruhan, terhadap guru khususnya, hal ini dapat menjadi satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap ‘plateau’ yang dicapai dalam kemajuan metode mengajar yang terdapat dalam laporan ini. Bagaimana pun secara jujur di kemukakan bahwa indikator yang digunakan MBE diambil dari program CLCC dan indikator yang lemah (soft indicator) pada awalnya digunakan untuk menetapkan target yang mudah dilakukan pada saat sekolah baru saja mengikuti program. Beberapa indikator tersebut menjadi lebih kuat (hardened)” ketika program sudah matang, misalnya dalam hal rencana pelajaran, tetapi mereka tidak berfokus pada wilayah yang lebih penting pada interaksi guru dan siswa yang mendorong peningkatan belajar.

Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat

Laporan Monitoring Kemajuan Tahunan memberikan sejumlah indikator yang berkaitan dengan hasil proyek dari: sekolah MBE memenuhi kriteria memiliki, komite sekolah yang aktif dan berfungsi dan dukungan masyarakat yang meningkat. Untuk mendukung hasil ini sejumlah hasil dan indikator proyek yang terkait dilaporkan mencakup manajemen berbasis sekolah dan masyarakat, peran komite sekolah, dan peran masyarakat. 

Namun, sekali lagi, sejumlah indikator monitoring nampaknya cukup lemah. Misalnya, dalam hal rencana pengembangan sekolah terdapat pekerjaan awal yang dipajang untuk umum, yang mungkin menunjang transparansi dan akuntabilitas, tetapi bukan sebuah indikator yang baik dari aspek-aspek penting seperti kualitas dan tingkat keterlibatan pemangku kepentingan dalam manajemen dan perencanaan sekolah, yang merupakan penentu utama dari pelaksanaan manajemen yang baik.

Ketika laporan monitoring MBE misalnya menyatakan bahwa “masyarakat sekolah telah terlibat dalam persiapannya”, tidak ada analisis tentang keterlibatan apa yang dimaksud. Misalnya, apakah keterlibatan tersebut bersifat konsultatif atau kolaboratif, dan dengan cara apa? Banyak lagi indikator konkrit dari keterlibatan masyarakat akan dimasukkan, misalnya, analisis komposisi Komite Sekolah pada setiap sekolah, indikasi kualitas laporan pertemuan, angka kehadiran anggota komite dikaitkan dengan siapa sebenarnya yang hadir (misalnya apakah pertemuan dilangsungkan meskipun para anggota komite tidak hadir), dan pola pemungutan suara, serta jenis keputusan yang dibuat. Apabila notulen rapat dibuat, maka analisis seperti ini sangat terbuka dan jelas.

Contoh lain adalah indikator yang digunakan dalam laporan 8 Desember 2006, di mana indikator untuk Komite Sekolah adalah “secara aktif terlibat dalam rencana monitoring.” Sementara Laporan menyatakan bahwa monitoring rencana sekolah ini penting dan 54 persen sekolah telah memenuhi kriteria, tanpa diskusi atau analisis tentang bagaimana monitoring komite sekolah yang seharusnya, serta bagaimana melaksanakannya.

Kekurangan dari jenis monitoring seperti ini menunjukkan perlunya monitoring yang lebih ketat dan umpan balik dalam bidang ini.

III.4.3 Efektifitas Biaya

Apabila ahli ekonomi mengevaluasi efisiensi proyek mereka biasanya melakukan analisis manfaat/biaya atau efektifitas biaya. Analisis manfaat-biaya menghitung tingkat pengembalian investasi dari rasio manfaat yang tidak terhitung dan biaya proyek dalam satu periode. Analisis efektifitas biaya mengukur unit biaya proyek dan membandingkannya dengan proyek lain yang hampir sama.

Meskipun manfaat proyek MBE dengan jelas dapat disebutkan satu per satu, hal itu tidak mudah mengukurnya. Misalnya, proyek MBE dengan jelas telah menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang menyenangkan, para guru menggunakan metode mengajar yang bervariasi dan menarik, manajemen sekolah yang transparan, akuntabel dan efisien, tetapi bagaimana kita mengukur manfaat tersebut? Metode standar untuk mengukur manfaat intervensi seperti ini mungkin dengan mengidentifikasi hasil belajar melalui ukuran seperti nilai siswa kemudian mengajukan beberapa alur moneter yang mungkin merupakan akibat dari pencapaian tersebut, misalnya, produktivitas yang lebih besar, penghasilan yang lebih tinggi, penghematan sistem pendidikan yang meningkat karena “dropout” yang berkurang. Karena banyak hasil yang dicapai pada sekolah dasar, maka menghubungkan banyak hasil dengan intervensi dianggap tindakan berani karena jumlah waktu yang wajar dan variabel intervening akan lewat antara hasil belajar dengan dampak yang terukur. Karena tidak ada data yang independen dan terpercaya (prestasi siswa, kenaikan pendaftaran, atau dropout yang berkurang) yang dapat dikaitkan dengan dampak intervensi tersebut, kelihatannya kita tidak mungkin melakukan analisis manfaat/biaya dalam proyek ini.

Sehubungan dengan efektifitas biaya proyek MBE, sangat susah untuk membuat kesimpulan yang tegas. Masaalahnya adalah adanya kesulitan dalam membuat perbandingan tentang hal yang serupa dengan semua donor yang berbeda.

Mungkin dapat dikatakan bahwa program MBE relatif lebih murah. Misalnya, perhitungan sederhana dibuat dengan perkiraan total pengeluaran proyek ($9.5 juta dikeluarkan sesuai perjanjian) dengan jumlah sekolah yang dibantu proyek MBE (449) menghasilkan jumlah rata-rata intervensi sekolah sekitar $21.158. Perhitungan yang lebih hebat lagi adalah dengan perkiraan biaya rata-rata per tahun (untuk menghindari perhitungan ganda ) dengan hasil sebagai berikut:

· Biaya rata-rata per sekolah per tahun $6.139;

· Biaya rata-rata per sekolah untuk memperoleh paket training penuh dari empat paket training $23.212;

· Rata-rata biaya tahunan per pendidik terlatih pada sekolah mitra $455;

· Rata-rata biaya tahunan per orang terlatih pada sekolah mitra $358;

· Rata-rata biaya tahunan per siswa untuk pengembangan sekolah $19,25

Ketika perkiraan ini dibandingkan dengan proyek yang sama lainnya seperti UNICEF’s CLCC, proyek MBE nampaknya relatif lebih mahal. Misalnya, sebuah perhitungan sederhana dari total biaya proyek CLCC dibagi dengan sejumlah sekolah menghasilkan perkiraan biaya per sekolah per intervensi $2.205, yang hanya sebuah pecahan dari rata-rata biaya proyek MBE. Gambaran rata-rata biaya per siswa lebih tinggi di bawah proyek MBE ketika dibandingkan dengan proyek CLCC ($19,25 dibandingkan dengan $12,50), sementara rata-rata biaya pendidik terlatih di bawah CLCC adalah $385 lebih tinggi dari pada proyek MBE yang bernilai $358.

Sebaliknya, ketika program MBE dibandingkan dengan program AusAID’s IAPBE, program MBE nampaknya relatif lebih murah. Misalnya, $US 7.691.307 digunakan untuk 180 sekolah dalam program IAPBE menghasilkan rata-rata biaya sekolah $43.723 tetapi, secara jujur, program AusAID menyediakan lebih banyak bantuan untuk pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Dalam hal lain, rata-rata biaya latihan peserta IAPBE adalah $2.084, yang berarti empat kali lebih besar dari rata-rata biaya MBE. Jelasnya kita harus berhati-hati menggunakan analisis ini karena hal ini tidak jelas bahwa perbandingan ini adalah membandingkan unit-unit yang sama.

Bagian IV. IMPLIKASI: PELAJARAN BERHARGA

IV.1 Pelajaran Berharga 1: Kerangka Pikir yang Jelas dan Terfokus

Tim evaluasi menemukan bahwa MBE mempunyai kerangka pikir yang sangat jelas dan terfokus sehingga dapat dipahami dengan baik oleh semua pemangku kepentingan pada semua tingkatan. Kekuatan utama dari pendekatan MBE adalah setiap orang dapat memahami dengan jelas tujuan dan pentingnya pendekatan  sekolah secara menyeluruh, dan hasilnya semua pemangku kepentingan bekerja sesuai tujuan umum.

Selanjutnya, konseptualisasi program MBE ini tersusun dengan sangat jelas dalam pengertian kontemporer tentang sekolah, kelas dan guru, dan disampaikan dengan baik melalui pelajaran yang dipelajari dan pelaksanaan terbaik dalam konteks Indonesia. Misalnya, pemahaman kontemporer tentang perkembangan guru adalah sebagai berikut:

· Perubahan dalam perilaku guru dicapai dengan sangat baik ketika kompleksitas masyarakat, sekolah, dan kelas yang saling berhubungan diperhitungkan

· Program yang efektif perlu direncanakan dan dipahami dengan baik oleh semua stakeholder.

· Terlepas dari konsultasi tertutup tentang kebutuhan mereka, para guru, kepala sekolah dan peserta lokal lainnya serta pegawai administrasi perlu dilibatkan dalam perencanaan program.

· Program pelatihan dalam jabatan yang paling efektif dan relevan adalah program yang melibatkan peserta lokal tingkat tinggi baik dalam perancangan maupun dalam implementasi. Orang tua dan anggota masyarakat perlu juga dilibatkan. Dalam hal ini, para guru, kepala sekolah, dan pendidik bekerja sebagai tim di sekolah untuk mendidik masyarakat tentang sekolah, kurikulum, dan pada saat yang sama belajar tentang karakter anak-anak dan keluarganya.

· Program yang berfokus pada perkembangan yang berkelanjutan untuk menuntun, memonitor, dan mendukung ketrampilan yang dibutuhkan, pengetahuan, dan gagasan baru cenderung lebih berhasil membawa perubahan pada tataran kelas dibandingkan dengan mereka yang mencari jalan pintas untuk menutupi kekurangan atau yang hanya menyediakan sebuah kualifikasi.

· Dukungan pada saat bekerja/pendampingan penting buat transfer ketrampilan yang efektif dan paling mudah dikembangkan melalui model berbasis sekolah. Dukungan utama berasal dari dalam lingkungan sekolah (misalnya, kepala sekolah, guru yang lain).

Program MBE dengan jelas menyesuaikan diri dengan seluruh komponen pengetahuan kontemporer di atas, dan Tim Evaluasi menyimpulkan bahwa MBE telah menunjukkan kinerja yang patut dicontoh pada semua elemen tersebut.

IV.2 Pelajaran Berharga 2: Pendekatan Sekolah Menyeluruh yang Terurut dan Terkordinasi

Bagi Tim Evaluasi sudah sangat jelas bahwa pendekatan  sekolah secara menyeluruh yang terurut dan terkordinasi dipakai oleh MBE di mana para guru dengan aktif didukung oleh kepala sekolah, guru lainnya, dan secara luas oleh warga sekolah sangat membantu dalam penerapan pembelajaran terpusat   pada siswa (student-focused learning). Sementara mungkin terdapat beberapa perbedaan antara sekolah-sekolah atau bahkan dalam sekolah MBE sendiri dalam hal tingkat perubahan besar dan dampaknya, secara umum diamati bahwa seluruh sekolah telah mengalami banyak kemajuan dalam mengadopsi PAKEM.

Implikasi dari pelajaran ini telah jelas khususnya di NAD dan di Jawa Tengah. Di NAD, DBE1 bertanggung jawab untuk manajemen sekolah dan kegiatan partisipasi masyarakat, sedangkan MBE bertanggung jawab untuk komponen belajar mengajar dengan pengenalan PAKEM. Terlepas dari fakta bahwa pada saat evaluasi, sekolah hanya menerima Modul PAKEM 1 dan 2, dan juga pengaruh pasca-trauma tsunami, secara umum tim evaluasi merasa bahwa penggunaan PAKEM oleh sekolah umumnya baik, secara keseluruhan hal ini kurang mengesankan dibandingkan dengan provinsi lainnya yang dikunjungi. Tim Evaluasi secara luas menghubungkan hal ini dengan kemajuan yang kurang yang dicapai oleh intervensi DBE1 bila dibandingkan dengan MBE di provinsi lainnya dalam wilayah MBS dan keterlibatan masyarakat dalam sekolah, khususnya dalam pelaksanaan pendekatan sekolah meneluruh yang terkordinasi dan terintegrasi. Hal ini tentunya menunjukkan dengan sangat jelas kepada Tim Evaluasi perlunya masing-masing sekolah terlibat dalam melakukan pendekatan terencana dan terintegrasi yang meliputi urut-urutan efektif  untuk mendukung perubahan di kelas. Hal lain yang penting adalah perlunya sekolah dan guru memiliki arah dan perencanaan intervensi dan sasaran yang jelas, sesuatu yang nampaknya kurang di NAD, tetapi sudah terbukti dengan jelas di provinsi lain yang dikunjungi.

Di Jawa tengah, sekolah-sekolah di Kudus telah menerima komponen program DBE1 dan DBE2, tetapi pengaruh intervensi ini tidak nampak. Selain itu, pihak sekolah tidak dapat menjelaskan paket intervensi yang akan diterima, kapan dan intervensi apa yang mungkin ada, dan tujuan keseluruhan program. Sekali lagi, kekurangan dari pendekatan yang terkordinasi dan terintegrasi dengan arah dan perencanaan yang jelas menjadi sorotan di Kudus.

IV.3 Pelajaran Berharga 3: Mulai yang Kecil dan Membangun diatas Keberhasilan

Pendekatan MBE menunjukkan dengan sangat jelas manfaat dari memulai yang kecil kemudian membangun diatas keberhasilan, keduanya ada dalam awal implementasi CLCC dan MBE sendiri. Program CLCC pada awalnya mengembangkan pendekatan pilot ketika dimulai pada tahun 1999, dan pada tahun 2002 digunakan oleh Depdiknas sebagai pendekatan resmi untuk Manajemen Berbasis Sekolah pada Sekolah Dasar. Demikian pula, MBE memulai intervensi kecil yang berfokus pada penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan dasar, dan meningkat dengan penekanan tambahan dan pembiayaan untuk pengembangan proses belajar mengajar dan cakupannya diperluas di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hasil dari permulaan yang kecil itu dan keyakinan membangun kesuksesan, implementasi MBE mengikutsertakan sekolah-sekolah dalam serentetan intervensi yang terintegrasi dan bermakna yang menghasilkan tingkat kepemilikan sekolah yang sangat tinggi. 

IV.4 Pelajaran Berharga 4: Kerjakan apa yang telah berhasil

Pada masa lalu ada kecenderungan bagi para donor dan pemerintah Indonesia memaksimalkan jumlah sekolah yang menerima intervensi proyek. Pelajaran berharga bagi sejumlah donor dan proyek yang ditinjau oleh Tim Evaluasi adalah bahwa pendekatan ini sering berpengaruh pada mutu masukan (input) dan jangka waktu pemberian masukan (input), dan karena itu membatasi pengaruh dan keberlanjutan intervensi jangka panjang. Pendekatan yang lebih efektif, yang diamati dalam pengalaman dan pendekatan MBE, adalah membatasi jumlah sekolah untuk menjamin investasi pada masing-masing sekolah cukup untuk memfasilitasi pengembangan   sekolah secara menyeluruh dan melibatkan personil yang jumlahnya memadai dan cukup untuk menciptakan perubahan berkelanjutan yang kritis dan   massal.

IV.5 Pelajaran Berharga 5:  ‘Plateau’  PAKEM

Metode PAKEM mungkin telah mencapai fase ‘plateau’ implementasi, dengan potensi menurun kembali pada masa akan datang

Salah satu hasil yang paling signifikan dari program MBE adalah mengembangkan lingkungan fisik belajar di kelas, dengan kemajuan yang hanya sedikit pada pengembangan metode mengajar. Perobahan yang terjadi di sebagian besar kelas yang dikunjungi   sangat bervariasi. Di beberapa kelas pelajaran umumnya masih bersifat didaktik, sementara pada beberapa sekolah, guru dapat melaksanakan lebih banyak kegiatan proses mengajar yang tepusat pada siswa. Umumnya guru berada di antara kedua hal ini. Dalam sistem pendidikan, mengubah kebiasaan mengajar akan selalu mengalami tantangan karena mengubah kebiasaan akan sangat susah dicapai dan memerlukan waktu lebih lama untuk menghasilkan dampak yang terukur dibandingkan jenis intervensi MBE lainnya. Keadaan ini mungkin akan terhambat oleh indikator-indikator yang relatif lunak yang digunakan oleh MBE dalam monitoring di kelas. Pendekatan monitoring yang lebih terfokus di kelas dan   materi pelatihan yang ditargetkan merespon khusus  pada kekurangan metode mengajar dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dapat menghindari ‚plateau’ yang mungkin kita hadapi dalam metode mengajar. 

IV.6 Pelajaran Berharga 6: Proses Seleksi

Proses seleksi mungkin terlalu preskriptif jika sekolah yang dipilih bagaimanapun juga akan tetap berhasil

Proses seleksi yang diterapkan oleh MBE diarahkan kepada sekolah-sekolah yang menunjukkan kapasitas dan keinginan untuk berubah, dan hasilnya, banyak dari sekolah yang terpilih tersebut merupakan sekolah yang cukup baik dalam konteks umum Indonesia. Model MBE memiliki pendekatan dan proses implementasi yang mungkin penerapannya tidak sama terhadap sekolah-sekolah yang kurang berkembang. Dukungan proyek MBE yang tersedia adalah preskriptif yang cenderung mengarahkan sekolah kepada harapan dan hasil yang sudah ditentukan. Masalahnya adalah bahwa intervensi tertentu dari proyek dalam jadwal implementasi mungkin tidak sesuai dengan sekolah tertentu pada waktu tertentu. Mungkin hal ini mengganggu sebuah model yang memperkenalkan intervensi MBE pada beberapa sekolah di beberapa kabupaten/kota yang kemudian mendorong penggunaan model MBE di seluruh kabupaten/kota. Model yang lebih ideal adalah proses seleksi dan pengikutsertaan sekolah yang menggunakan asesmen yang rinci terhadap masing-masing sekolah dengan perencanaan intervensi yang disesuikan  dengan hasil asesmen tersebut.

Yang menarik untuk dicatat di sini bahwa dalam diskusi tim evaluasi dengan UNICEF, dinyatakan bahwa mereka mempertimbangkan pada tahap berikutnya CLCC sebuah model yang mungkin lebih mudah penerapannya di provinsi-provinsi yang kurang beruntung, dan juga mempertimbangkan pilihan-pilihan seperti intervensi komponen tertentu yang lebih lama atau lebih intensif dari model mereka.

Pendekatan ini sedang dipertimbangkan oleh UNICEF yang mungkin juga berimplikasi pada aspek lain dari CLCC, seperti mereka telah mengakui pengaruh ‘plateau’ pada sekolah mereka yang disoroti oleh tim evaluasi pada sekolah-sekolah MBE. Jika model yang lebih fleksibel diambil yakni kurang preskriptif dan lebih responsif terhadap kebutuhan masing-masing sekolah, dan dengan intervensi yang lebih intensif berdasarkan kebutuhannya, hal ini mungkin dapat mengatasi kemungkinan bagi pendekatan CLCC/MBE mencapai ‘plateau’. Tentu hal ini akan mengakibatkan berkurangnya jumlah sekolah sasaran, tetapi menguntungkan dalam memaksimalkan dampaknya pada setiap sekolah.

IV.7 Pelajaran Berharga 7: Koordinasi

Koordinasi dengan direktorat terkait pada tingkat pusat perlu ditingkatkan.

Sementara proyek MBE dan DBE nampak bergerak maju pada tingkat kabupaten/kota, yang selaras dengan konteks desentralisasi, sejumlah pejabat Depdiknas mengaku tidak terlalu paham dengan proyek-proyek ini. Hal-hal yang timbul termasuk di antaranya bahwa walaupun mereka telah menerima informasi proyek melalui laporan berkala,  namun  umumnya tidak memberikan mereka wawasan yang memadai mengenai tantangan dan pelajaran berharga yang dapat memberi masukan pada kebijakan dan rencana strategis Pemerintah Indonesia. Pejabat Depdiknas menginginkan informasi lebih baik tentang kegiatan proyek pendidikan USAID, dan sementara hal ini sedang diupayakan  oleh pihak proyek, komunikasi dan dialog semacam ini perlu dijajaki dan ditingkatkan.

IV.8 Pelajaran Berharga 8: Dialog Kebijakan (dalam hal ini Kurang  )

MBE dan DBE diposisikan dengan baik untuk membantu Pemerintah Indonesia tetapi dialog kebijakan dan integrasi masih kurang.

Seperti telah diuraikan dalam laporan ini bahwa MBE telah membuahkan hasil bagi masing-masing sekolah dan kabupaten/kota, dan hasil ini sesuai dengan kebijakan pendidikan Pemerintah Indonesia secara luas. Namun demikian, proyek MBE dan DBE tidak dirancang atau diimplementasikan sedemikian rupa untuk mendorong kepemilikan pemerintah pusat dan dampak selanjutnya terhadap rumusan dan integrasi kebijakan yang lebih luas. 

 Integrasi telah terjadi pada tingkat kabupaten/kota, misalnya dengan kegiatan MBE dalam hal perencanaan kabupaten/kota, peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya melalui penggabungan sekolah, penyebaran guru yang lebih terkait dengan jumlah siswa, dan pembiayaan sekolah yang lebih sesuai. Meskipun demikian, hasilnya sangat bervariasi. Sebagai contoh Laporan Monitoring Kemajuan Tahunan MBE, bulan September 2006, menunjukkan bahwa sejumlah MBE kabupaten/kota merencanakan penyebaran guru berdasarkan kebutuhan daerah dan jumlah siswa. Meskipun demikian, diakui bahwa dalam banyak hal, perencanaan ini tidak membuahkan banyak hasil. Sebab itu, disinilah letak keterbatasan integrasi kebijakan lokal, dan akibatnya tidak ada kesempatan memberi informasi atau berdialog di tingkat pusat tentang bagian kebijakan yang kritis yang terabaikan.

Bagian V. KEBERLANJUTAN LOKAL
V.1 Keberlanjutan komponen-komoenen Proyek MBE yang  menyatu

Pendekatan terkordinasi seluruh sekolah yang digunakan proyek MBE merupakan sebuah komponen utama dari keberlanjutan. Sangat jelas bagi Tim Evaluasi bahwa komponen MBS dan PAKEM, yang didukung oleh keterlibatan masyarakat, terbangun dengan baik pada sekolah-sekolah yang dikunjungi. Hal ini dibuktikan dengan kesan umum pemangku kepentingan pada berbagai jenjang yang menganggap program ini telah berhasil, dan jelas kiranya bahwa MBE memperoleh tingkat kepemilikan lokal yang tinggi.

Proyek MBE telah membentuk tim fasilitator yang mengesankan. Guru-guru kelas ini telah melalui proses seleksi yang ketat kemudian menerima tugas tambahan sebagai fasilitator yang harus tetap melakukan kewajiban mengajarnya, dan terlepas dari pengeluaran mereka, mereka tidak memperoleh tambahan pendapatan dari tugas tambahan ini. Kelompok fasilitator yang bertemu dengan Tim Evaluasi semuanya memiliki komitmen tinggi terhadap MBE, dan bersedia melanjutkan tugasnya setelah Proyek MBE berakhir. Hal ini merupakan prestasi mengesankan bagi Proyek MBE yakni membentuk kader fasilitator, dan sekaligus merupakan faktor penting untuk menjamin keberlanjutan. 

Tim Evaluasi juga melihat bahwa perencanaan pada tingkat sekolah menunjukkan komitmen dan keberlanjutan, di mana sejumlah instansi menempatkan program MBE dengan prioritas tinggi dalam RIPS dan RAPBS. Sehubungan dengan hal ini, pada beberapa Dinas Pendidikan terdapat indikasi bahwa sejumlah dana dialokasikan untuk replikasi MBE.

Maka dari itu, Tim Evaluasi MBE menyimpulkan bahwa disain dan implementasi proyek MBE telah berhasil membangun sejumlah unsur yang potensil, bila disertai lingkungan dan dukungan politis yang tepat, dapat menjamin keberlanjutan.

V.2 Bukti Keberlanjutan di Tingkat Kabupaten/Kota

Laporan Monitoring Kemajuan Tahunan MBE menunjukkan tingkat replikasi yang tinggi, misalnya pada bulan September 2006 dilaporkan bahwa diseminasi oleh semua MBE Kabupaten/Kota antara tahun 2004 dan 2006 telah mencapai 6.075 sekolah dan 51.630 peserta. Laporan tersebut menyatakan bahwa secara khusus, diseminasi berbentuk kegiatan pelatihan yang dibiayai secara lokal, pertukaran guru dan kunjungan belajar. Tetapi rinciannya tidak dicantumkan dalam monitoring MBE terutama yang berkaitan dengan dampak dari kegiatan ini pada sekolah yang terlibat, sehingga menimbulkan isu menyangkut kualitas teknis penyebarluasan (rollout) ini. Bersamaan  dengan hal ini,  pendekatan rancangan dan monitoring MBE mencakup unsur-unsur replikasi dan diseminasi yang merupakan ukuran kuantitatif yang besar (jumlah sekolah non-target yang terlatih, jumlah peserta yang terlatih, jumlah kunjungan belajar, dsb.) dan tidak mencakup indikator kapasitas yang sebenarnya dari pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan program tersebut.

Tim Evaluasi umumnya menerima respon beragam dari Dinas Pendidikan mengenai replikasi ini. Di beberapa tempat terdapat komitmen yang tinggi, di tempat yang lain mereka masih mempertimbangkannya, sedangkan di beberapa tempat lainnya belum ada rencana sama sekali.

V.3 Implikasi Bagi Pemerintah Indonesia

Penyebarluasan (rollout) MBE oleh Dinas Pendidikan menimbulkan sejumlah implikasi bagi Pemerintah Indonesia, USAID, dan donor lainnya dengan program yang sama. Hal ini dibahas pada bagian berikut ini.

V.3.1 Kurangnya Monitoring yang Tepat dan Dukungan Teknis untuk Menjamin Kualitas

Kurangnya monitoring yang tepat yang berkaitan dengan dukungan teknis yang tepat mungkin pada akhirnya akan berdampak negatif pada keberlanjutan. Sebagai contoh, pertukaran guru dan kunjungan belajar oleh pejabat kabupaten/kota ke sekolah-sekolah MBE yang berhasil tentu memberikan kesan berarti dan stimulus yang kuat untuk berubah, dan pada saat yang sama jelas akan menimbulkan harapan-harapan. Tetapi jika upaya lokal untuk mereplikasi tidak berhasil dan tidak sesuai dengan harapan, maka hal ini akan menjadi pesan penting bagi pengambil keputusan di daerah dan pada akhirnya berdampak pada reputasi dan keberlanjutan replikasi MBE. Hal ini akan terjadi khususnya pada komponen PAKEM, sebab sudah jelas bagi Tim Evaluasi bahwa aspek ini merupakan komponen yang paling sulit untuk diimplementasikan terutama berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan dalam kegiatan mengajar   di kelas. Begitu pula pendekatan penilaian formal siswa yang saat ini digunakan mungkin tidak dapat menunjukkan dengan jelas prestasi siswa sebagai hasil perkenalan PAKEM.

Oleh karena itu, untuk penyebar luasan (rollout) program MBE pada masa yang akan datang diperlukan sistem monitoring yang dihubungkan dengan dukungan teknis yang tepat dan dapat merespon dengan efektif  kelemahan-kelemahan tertentu. Monitoring tersebut seharusnya tidak semua bersifat kuantitatif, dan seharusnya dirancang dengan menggunakan pendekatan diagnostik untuk memberikan peringatan dini mengenai masalah yang muncul. Yang penting dari pendekatan ini adalah akses yang mudah bagi sekolah dan Dinas Pendidikan terhadap mekanisme dukungan yang tepat dan bantuan teknis untuk memperbaiki berbagai kegagalan dan kekurangan dalam implementasinya.

V.3.2 Pengaturan Personil

Tim evaluasi menemukan cukup banyak “kampiun” MBE pada semua tingkat, termasuk guru, kepala sekolah, dan pegawai pada tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Dengan jelas “kampiu-kampiun” ini telah memberikan dampak positif pada keberhasilan MBE pada tingkat daerah.

Tetapi kenyataan lokal menunjukkan bahwa banyak dari orang penting ini bergerak di sekeliling sistem, dan Tim Evaluasi menyadari akan berbagai contoh di mana perpindahan ini memperlambat reformasi setiap sekolah dan Dinas Pendidikan. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada “kampiun” dapat berbahaya bagi keberlanjutan, dan pada akhirnya yang sangat memerlukan keberlanjutan adalah kepemilikan pemerintah pada semua tingkat. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu dimiliki untuk menjamin keberlanjutan ini. Pertama, Komitmen Pemerintah Indonesia pada semua tingkat yang menjamin bahwa “kampiun-kampiun” atau agen perubahan ini tetap pada tempatnya masing-masing untuk waktu yang memadai untuk menjamin keberlanjutan. Kedua, kepemilikan perlu dibentuk secara bersamaan pada semua tingkatl, sehingga sekolah-sekolah, dinas kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi semua bekerja dengan satu tujuan dan semuanya menghargai pihak-pihak terkait dalam perpindahan personil kunci selama fase-fase kritis  penyebarluasan MBE.

V.3.3   Sistim Kebijakan Luas

Ada sejumlah elemen lain dalam sistem pendidikan yang lebih luas yang akan berpengaruh pada tingkat keberlanjutan MBE. Misalnya kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk menunjukkan isu rasio personil dan penyebaran guru yang pada akhirnya akan mempengaruhi keberlanjutan MBE. Sekolah yang kelebihan guru, di mana guru tidak banyak bekerja dan jarang masuk kelas, tidak dapat melaksanakan perubahan efektif dalam perilaku guru. Sebaliknya, sekolah yang kekurangan guru di mana guru memiliki beban mengajar di atas batas normal tidak dapat diharapkan menangani tambahan beban pekerjaan yang dibebankan oleh PAKEM.

Setiap ketidak paduan dalam pendekatan penilaian formal siswa yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota atau sekolah dengan pembelajaran aktif yang dipromosikan oleh PAKEM pada akhirnya akan menjadi faktor penentu dari keberlanjutan MBE. Jika orang tua harus membayar “kelas tambahan” untuk bimbingan belajar siswa dalam rangka evaluasi pembelajaran yang umumnya berdasar pada soal-soal hafalan, hal ini akan menjadi faktor utama yang  mengurangi nilai dampak program MBE

Ada sejumlah isu pembiayaan yang perlu ditujukan pada tingkat kebijakan. Daerah yang memilih inisiatif penyebarluasan   misalnya, MBE jelas akan diwajibkan memasukkan dana ke sekolah, dan isunya di sini adalah bagaimana inisiatif ini diusulkan melalui mekanisme pembiayaan.

Seperti yang disebutkan dalam laporan ini bahwa peranan fasilitator sangat penting terhadap keberhasilan MBE. Isu kebijakan dalam hal ini adalah bagaimana membiayai fasilitator ini sebagai guru kelas, dan pada saat yang sama menformalkan dan mendukung peranan mereka sebagai fasilitator. Tidak ada implikasi tambahan gaji di sini, tetapi hanya pengakuan formal dari status mereka agar mereka dapat bekerja lebih efektif di sekolah dan peran mereka diakui secara formal.

Bagian VI. STRATEGI DAN PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENDUKUNG MBE SETELAH PROYEK BERAKHIR
Dari pelajaran berharga sebelumnya, terdapat beberapa peluang pasca-MBE. Bagian ini mengidentifikasi empat peluang dan menguraikan pertimbangan rancangan proyek yang terkait yang perlu dipertimbangkan.

VI.1 Peluang 1

Sejumlah daerah telah mengalokasikan dana untuk pengembangan kegiatan MBE di sekolah yang sebelumnya tidak dijadikan target

Kepada Tim Evaluasi sejumlah daerah telah menunjukkan komitmen tinggi, kepemilikan lokal, dan pemahaman terhadap model MBE. Namun sejumlah masalah yang muncul mengenai kualitas penyebar luasan   ini. Secara strategi, dengan keyakinan dan niat baik yang dibangun melalui MBE, USAID dan Pemerintah Indonesia berada dalam posisi yang baik dalam membantu peningkatan kualitas penyebar luasan   melalui ketentuan bantuan teknis, dan pada saat yang sama meneruskan dan mengembangkan prestasi yang telah dicapai pada sekolah-sekolah MBE.

Yang penting di sini, seperti yang ditunjukkan dalam pelajaran berharga di atas, adalah bahwa PAKEM tidak mungkin mencapai potensinya secara penuh jika unsure-unsur MBS dan dukungan masyarakat tidak sepenuhnya diintegrasikan. Keberhasilan PAKEM sangat tergantung pada pendekatan MBE yang memberikan dukungan yang tepat kepada guru seperti yang dikembangkan dengan melatih pegawai kabupaten/kota dan kepala sekolah, dan mendorong para kepala sekolah mengembangkan dukungan masyarakat. Memisahkan intervensi sekolah ke dalam beberapa komponen merupakan sebuah proses yang baik tetapi artifisial, karena dalam kenyataannya, sebuah sekolah bekerja sebagai sebuah jaringan yang kompleks. Kedua, perlu dipahami bahwa kabupaten/kota sudah sangat akrab dengan “paket” MBE, dengan demikian segala bantuan teknis seharusnya dengan ketat mengikuti model MBE dan seharusnya bukan versi ‘tetesan air ’ atau terdiri atas intervensi yang sudah dimodifikasi.

VI.2 Peluang 2

Evaluasi menyoroti perlunya pendekatan sistematis dan berkelanjutan terhadap pengembangan guru jika perbaikan nyata dalam proses belajar dan mengajar di kelas akan diwujudkan

Seperti digarisbawahi di atas, dengan kemajuan yang dicapai dalam pengembangan lingkungan kelas nampaknya masih perlu dilakukan pengembangan lebih jauh terutama berkaitan dengan metode pengajaran. Ada dua pendekatan yang direkomendasikan dalam hal ini.

Pertama, keberlanjutan dan kapasitas untuk memperkenalkan lebih banyak metode lanjutan akan membutuhkan pengembangan ketrampilan fasilitator. Ada beberapa kritikan di antara para guru atau fasilitator, dan barangkali kuncinya adalah isu tentang ketrampilan mereka sebagai mentor yang efektif.

Kedua, persyaratan lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya memperkuat kapasitas KKG dan MGMP, bukan sebagai kesempatan untuk memberikan pelatihan model ‘atas-bawah’, melainkan untuk mengembangkan kapasitas dan pengetahuan pribadi anggota kunci dan fasilitator MBE untuk merespon tantangan para guru di daerah yang mengimplementasikan PAKEM, dan lebih jauh mengembangkan metode pengajaran. Bantuan dana pemerintah saat ini tersedia untuk mendukung kegiatan ini, oleh karena itu langkah pertama yang harus ditempuh adalah memfasilitasi pembentukan KKG/MGMP di sekolah yang belum terbentuk, dan mengembangkan kemampuannya untuk memperoleh dan menggunakan bantuan dana yang ada agar sesuai dengan kebutuhan mereka.

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa pengembangan guru yang signifikan dapat dilakukan pada tingkat KKG/MGMP, USAID dan Pemerintah Indonesia perlu memfasilitasi dan memperluas organisasi ini untuk memanfaatkan dengan tepat   investasi pada program  MBE saat ini. Keuntungan KKG/MGMP karena biayanya yang rendah dan berada di tingkat  yang berkepentingan.

Pertimbangan penting lainnya adalah dengan diperkenalkannya sertifikasi guru yang merupakan tuntutan untuk mengikuti pelatihan guru telah berubah secara signifikan sejak pelaksanaan MBE. Sebagai hasilnya, KKG/MGMP akan menjadi fokus penting bagi guru yang ingin mengembangkan pengetahuan dan ketrampilannya untuk ujian dan tes menyangkut sertifikasi.

VI.3 Peluang 3

Kualifikasi-kualifikasi dan kompetensi-kompetensi baru yang tengah digalakkan mengharuskan guru memiliki ijazah S1 atau D4 disamping kompetensi-kompetensi yang terbukti pada empat bidang, yang tentunya harus dilaksanakan melalui pelatihan guru dalam jabatan dan pengembangan profesi

Sementara belum final, beberapa universitas akan diakreditasi untuk menangani sertifikasi guru, dan akan ada peluang untuk memperoleh kredit (SKS) sebelum berlangsungnya proses pembelajaran dan ketrampilan. Bahkan bagi guru terdapat beberapa peluang, dengan memberikan dukungan yang sesuai, untuk memperoleh kredit untuk keperluan sertifikasi dari hasil yang dicapai dalam mengikuti pelatihan dan penerapan PAKEM.

DBE2 yang bekerjasama dengan universitas memberi peluang yang ideal untuk memulai program serupa bagi guru-guru di sekolah-sekolah target MBE menuju sertifikasi dan akreditasi, dan hal ini tentunya akan menyajikan insentif yang ideal untuk melanjutkan keterlibatan guru dalam pengembangan ketrampilan mengajar. Oleh karena itu harus dilakukan upaya-upaya yang terencana yang menghubungkan guru-guru MBE dengan universitas-universitas terakreditasi melalui proyek DBE2.

VI.4 Peluang 4

Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan kemajuan dalam mempersiapkan pelaksanaan syarat-syarat sertifikasi guru dan mengembangkan aturan-aturan yang menyertai Undang-Undang Guru dan Dosen

Pekerjaan ini telah didukung dengan bantuan teknis dari Bank Dunia dan dukungan keuangan dari pemerintah Belanda. Dalam pertemuan dengan pak Fasli Jalal (Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) dijelaskan kepada Tim Evaluasi bahwa Depdiknas akan menghargai masukan-masukan untuk proses ini. USAID tentunya memiliki posisi yang strategis dengan pengalaman MBEnya dan dengan kerjasamanya dengan universitas melalui program DBE2 melakukan dialog dengan Depdiknas untuk menjelaskan jenis-jenis masukan yang diperlukan, dan menyediakan bantuan teknis yang sesuai.

Berdasar pada pengalaman MBE dan DBE2 saat ini, masukan berharga dan dukungan kepada Depdiknas dalam menyiapkan pelaksanaan sertifikasi guru dapat dilakukan di berbagai bidang, termasuk misalnya;

· Mengkaji dan menyiapkan pedoman dalam memberdayakan KKG/MGMP secara efektif dalam mendukung peningkatan kinerja guru;

· Mendukung kegiatan (dan membentuk, kalau belum ada) gugus KKG/MGMP dan mendukung program pelatihan/lokakarya mereka dengan menggunakan sumber daya dan masukan dari orang-orang yang terlibat secara langsung dalam program MBE/DBE2;

· Mengidentifikasi pengawas, kepala sekolah, guru kunci, fasilitator/MTT, dan guru senior untuk dilatih sebagai “assessor” dalam melakukan pengamatan kelas dan kegiatan lain di sekolah-sekolah setempat sesuai dengan prosedur sertifikasi guru;

· Membantu dalam pengembangan sistim monitoring kabupaten dalam melakukan standarisasi

· Membantu dalam pengembangan instrument penilaian kinerja guru; dan

· Memberikan masukan dan konsultasi tentang pendekatan-pendekatan pelaksanaan pelatihan pendampingan/mentoring di lapangan oleh universitas, dan dampak dari pelatihan tersebut.

Lampiran I RINGKASAN KUNJUNGAN SEKOLAH
Latar Belakang

Tujuan utama kunjungan sekolah adalah untuk menilai pelaksanaan Proyek MBE agar dapat memberikan informasi kepada USAID dan Pemerintah Indonesia tentang sejauh mana syarat-syarat perjanjian telah dipenuhi dan hasil apa saja yang telah dicapai. Hasil penilaian MBE, sebagai proyek perintis, juga dimaksudkan untuk memberi informasi kepada USAID mengenai bagian-bagian program yang dapat dikembangkan lebih lanjut di bawah bendera USAID dengan program pendidikan DBE yang sedang berjalan. Lebih khusus lagi, kunjungan sekolah yang dilakukan di tiga provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, dan NAD) dimaksudkan untuk mengidentifikasi pelaksanaan dan dampak proyek, kekuatannya, kelemahannya, pelajaran yang dipetik dari pelaksanaan proyek, dan kemungkinan rekomendasi untuk melanjutkan intervensi yang telah dimulai oleh MBE dengan mengaitkannya dengan usaha-usaha pemerintah Indonesia dan/atau program DBE

Walaupun ada pendekatan metodologis yang telah digariskan, perlu dicatat bahwa tim evaluasi menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan data, seperti menelaah dokumen proyek, mengamati sekolah, guru dan kegiatan kelas, wawancara perorangan, melakukan diskusi dengan kelompok pemangku kepentingan tertentu dan gabungan kelompok pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang diwawancarai meliputi pegawai DIKNAS dan DEPAG tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; pengawas sekolah; kepala sekolah; guru; anggota komite sekolah; orang tua dan paguyuban; fasilitator dan administrator MBE; dan siswa.

Sejumlah 40 sekolah yang dikunjungi, 19 di Jawa Tengah, 8 di NAD, dan 13 di Jawa Timur. Jumlah sekolah yang dikunjungi sengaja dikurangi agar lebih banyak waktu yang dapat digunakan untuk mewawancarai para pemangku kepentingan. Dari 40 sekolah yang dikunjungi. 22 SD umum (Dikans), 10 Madrasah (Depag), 3 SMP, dan 5 SD non-MBE.

Temuan-Temuan

(a). Ciri Khusus SD di Indonesia

Untuk lebih memahami dampak proyek MBE, tim proyek MBE mengunjungi 5 SD “perawan” (belum disentuh oleh bantuan donor) yang tidak/kurang mendapat bantuan MBE atau semacamnya Hal ini dimaksudkan untuk menentukan patokan dasar atau ciri khas SD di Indonesia yang belum mendapatkan bantuan dari sumber manapun. Pada kenyataannya, sistem persekolahan di Indonesia amat luas    dan beragam, tidak ada   ciri khas SD di Indonesia

SD di Indonesia pada dasarnya homogen, dan tampaknya umumnya dibangun pada waktu yang hampir bersamaan. Model bangunannya umumnya berbentuk “U” dengan 6 ruang belajar dan 1atau 2 ruang tambahan yang biasanya berfungsi sebagai ruang kepala sekolah dan ruang guru. Di samping itu, SD di Indonesia dapat digambarkan sebagai sekolah dengan karakteristik berikut:

· sarana fisik yang sudah usang/tua yang membutuhkan perbaikan dengan ruang kelas yang kumuh, kurang pencahayaan dan sedikit pajangan karya siswa dan bahan ajar di dinding

· guru yang kurang bersemangat, sebagian besar tak memenuhi kualifikasi S1 (80% tidak memenuhi standar mutu) dan kadang-kadang mengajar dengan metode ceramah dan menulis di papan, tidak imajinatif, kurang interaksi antara guru-murid atau antara murid-murid;

· Seorang kepala sekolah yang tergesa-gesa dengan beberapa  tujuan, sasaran, dan prioritas yang jelas dan dengan gaya  otoriter, paternalistik, dan semuanya dilakukan sendiri.

· orang tua yang bermasa bodoh terhadap apa yang diperoleh anaknya di sekolah, kualitas pendidikan yang rendah dan tidak biasa berpartisipasi dalam pendidikan anaknya

· Komite sekolah yang tidak aktif dan kurang melibatkan masyarakat dan kurang dihargai oleh masyarakat

Walaupun hal tersebut di atas mungkin agak dibesar-besarkan, banyak sekolah di Indonesia yang memberikan pendidikan yang bermutu. Tetapi, hasil kunjungan ke sekolah “perawan” menunjukkan semua atau sebagian besar karakteristik di atas.

(a) Temuan Umum

a. Perubahan yang Menonjol

Secara umum, sekolah yang mendapat bantuan MBE menunjukkan perubahan menonjol dari segi karakteristik fisik sekolah. Walaupun sekolah-sekolah tersebut tidak selalu dalam bentuk yang terbaik, sarana dan prasarana yang sering sudah tua telah ditingkatkan dengan perbaikan berskala kecil dan besar yang biasanya dilaksanakan oleh pihak orang tua. Ruang belajar sudah dicat cerah dan telah menjadi tempat pajangan karya siswa dan bahan ajar. Berkembangnya lingkungan kelas merupakan salah satu dampak paling menonjol program MBE

b. Keuletan dan Semangat

Walaupun sebagian besar guru di sekolah yang berbantuan MBE tidak dilatih dengan baik secara formal dan tidak mempunyai sertifikat S1 sebagaimana yang disyaratkan oleh pemerintah, sekolah-sekolah tersebut menunjukkan peningkatan dari segi semangat dan keuletan dalam mengajar. Sebagian besar kelas besar telah ditata ulang menjadi kelompok-kelompok kecil yaitu 4-6 orang siswa dan para guru sudah sering mengamati latihan-latihan yang terpusat pada siswa. Beberapa guru sudah mengajar dengan menggunakan teknik dan latihan belajar aktif dengan sangat baik. Akan tetapi nampaknya kebanyakan dari mereka seperti masih mempelajari metode tersebut dan agak kurang nyaman menggunakan pendekatan belajar aktif di depan sekelompok orang asing.

Para guru di sekolah berbantuan MBE telah menunjukkan kemajuan pesat dan mampu meragamkan metode pengajaran, tetapi pada umumnya, perubahan dalam metode-metode pengajaran belum sempurna.

c. Manajemen Sekolah Meningkat

Dengan beberapa pengecualian, para kepala sekolah umumnya telah menunjukkan praktek manajemen yang baik dan telah mempunyai komitmen terhadap keterbukaan dan akuntabilitas. Pada umumnya, para kepala sekolah telah mengembangkan rencana strategis melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan yang dinyatakan dalam bentuk rencana kebutuhan dan prioritas jangka pendek dan jangka panjang sekolah. Anggaran sekolah hampir selalu dikemukakan secara jelas. Beberapa kepala sekolah menunjukkan pemahaman yang lumayan baik tentang proses evaluasi guru dan kebutuhan pengembangan sekolah maupun cara-cara memperoleh sumber-sumber pengembangan sekolah. Hampir semua kepala sekolah lebih menyukai keterbukaan dan menikmati adanya perhatian baru dari pihak masyarakat yang berfokus pada sekolah. Di samping itu, banyak kepala sekolah yang menerima status quo sebagai nasib, tidak mempedulikan masalah yang ada dan nampaknya tidak mempunyai kepemimpinan yang dinamis. Di samping itu, kepala dinas kecamatan dan kabupaten masih perlu meningkatkan bantuannya terhadap sekolah dan dapat mengambil manfaat dari definisi peran dan tanggung jawab maupun dari pelatihan manajemen dan kepemimpinan.

d. Partisipasi Orang tua Sangat Aktif

Sebagian besar sekolah memiliki organisasi orang tua yang sangat aktif di sekolah. Tingkat keterlibatan sangat beragam, mulai dari orang tua yang menjadi guru sukarela, yang memperbaiki ruang belajar, ada yang menyumbang makanan tambahan gizi dan bahan ajar kepada sekolah, dan sampai kepada yang hanya sekedar membersihkan sekolah secara berkala. Para orang tua agaknya terdorong oleh sikap baru para kepala sekolah dan guru serta tekad untuk meningkatkan pendidikan di sekolah tersebut. Di samping itu, sejumlah kecil orang tua kurang peduli dengan keterlibatan di sekolah. Salah satu ukuran keberhasilan program MBE ialah adanya sejumlah besar orang tua hampir di setiap sekolah yang ingin sekali dan bahkan merasa bangga untuk menunjukkan komunitasnya dan sekolahnya yang baru mengalami perubahan.

e. Keterlibatan Komite sekolah dan Pemuka Masyarakat

Di sebagian besar sekolah, anggota komite sekolah dan pemuka masyarakat selalu hadir dan terlibat aktif dalam pengelolaan sekolah. Anggota komite sekolah dan pemuka masyarakat memberi masukan kepada rencana pengembangan sekolah, mengkaji anggaran sekolah, mengembangkan standar kinerja, dan membantu dalam mencari aliran dana dan membantu mengimplementasikan rencana pengembangan sekolah. Mereka melakukan pertemuan sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun. Sebagian anggota komite sekolah menganggap perannya kurang penting dan dalam beberapa kasus ketua komite sekolah mempunyai konflik kepentingan dengan kepala sekolah dan kurang independen. Namun demikian, komite sekolah dan pemuka masyarakat mempunyai peran penting dan bermanfaat terutama dalam mendapatkan dan mengelola arus dana bantuan ke sekolah. Kesediaan pemuka masyarakat dan komite sekolah untuk ikut serta dalam rapat-rapat dengan tim evaluasi, walaupun sering dengan undangan dadakan, menunjukkan betapa tingginya penghargaan masyarakat terhadap proyek MBE

f. Masalah Waktu

Walaupun jumlah sekolah yang disurvei kecil (hanya 10% dari yang ditargetkan), namun secara kasar tampak adanya korelasi antara lamanya sekolah dilibatkan dalam program MBE dan peningkatan jumlah paket PAKEM (pelatihan guru) yang diikuti serta mutu pengajaran di sekolah tersebut. Ada beberapa pengecualian bagi sekolah yang baru satu tahun lebih mengikuti Program MBE yang secara umum tidak semapan dengan sekolah yang telah mengikuti program MBE selama tiga tahun atau lebih. Di samping itu, sekolah yang telah mengikuti secara penuh empat paket PAKEM, guru-gurunya nampak lebih percaya diri dan lebih mapan. Secara umum perubahan metode mengajar dari ceramah ke metode pembelajaran aktif  berjalan lambat dan agaknya para guru butuh waktu untuk menyesuaikan dan memahami konsep baru tersebut.

g. Bidang yang Memerlukan Investasi Lanjutan

Disamping kemajuan mengesankan yang dihasilkan oleh proyek MBE, begitu seseorang mencoba mendalami lebih jauh, ada sejumlah persoalan yang ditemukan, yakni bahwa tingkat keberhasilan yang dicapai mungkin hanya 75% dan bahwa beberapa perbaikan pada model MBE harus dilakukan. Nampaknya   persoalan-persoalan di bawah ini perlu dibenahi untuk mencegah terjadinya penurunan hasil yang telah dicapai di sekolah dan/atau untuk menjamin bahwa investasi MBE dapat direalisasikan sepenuhnya. Beberapa isu (yang dibahas di laporan ini secara mendalam) perlu dikemukakan berikut ini:

· Peningkatan lebih lanjut   metodologi pengajaran dan sumber belajar, khususnya teknik bertanya tingkat mahir, pengelolaan kelas, dan penilaian siswa;

· Peningkatan lebih lanjut tentang pengembangan profesi guru dan kepala sekolah yakni berbasis sekolah dan berorientasi kinerja.

· Peningkatan    dan penguatan lebih lanjut praktek manajemen sekolah dengan mendorong praktek manajemen yang lebih baik di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi; dan 

· Peningkatan   lebih lanjut  partisipasi masyarakat dengan memberikan insentif untuk keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan di sekolah.

(b) Temuan Berdasarkan Jenis Sekolah

Secara umumnya terdapat sedikit perbedaan pada dampak model MBE yang diterapkan pada SD Negeri dibandingkan pada Madrasah Ibtidaiyah (MI). Sekolah Madrasah umumnya lebih mewakili rentang mutu pendidikan dasar dibandingkan sistem SD negeri dan Madrasah mewakili sekolah terbaik sekaligus sekolah terjelek yang kami kunjungi. Beberapa Madrasah sangat buruk karena kurangnya sumber daya yang dimiliki, tetapi yang lainnya, yang menunjukkan hal yang sama dalam hal terbatasnya dana, justru sangat baik. Dalam beberapa hal, dampak program MBE terhadap manajemen sekolah, partisipasi masyarakat dan metode pembelajaran aktif nampaknya sama kuat pada kedua jenis sekolah tersebut, sekolah dasar dan Madrasah. 

(c) Temuan pada SMP

Walaupun sampel SMP relatif kecil (kami dapat mengunjungi tiga dari empat yang dijadwalkan  untukn di amati), kesimpulan dari ketiga sekolah tersebut hampir sama. Pada umumnya komponen pelatihan guru proyek MBE kurang berhasil di SMP. Alasannya ada dua. Pertama, walaupun jumlah guru yang dilatih pada kedua sekolah tersebut sama, dampak pelatihan pada kedua jenis sekolah tersebut berbeda. Di SD, proyek MBE melatih setiap guru di sekolah sebagai bagian dari pendekatan sekolah menyeluruh. Di SMP, yang pada umumnya dua sampai tiga kali lebih besar dari jumlah guru di SD, proyek MBE hanya mampu, karena alasan anggaran, melatih 10 guru – dua dari setiap bidang studi. Melatih 10 guru saja dari keseluruhan staf misalnya 40 guru, berarti bahwa guru yang telah dilatih tersebut harus melatih rekannya, yang membutuhkan lebih banyak waktu dan memperlambat dampak pelatihan pada sekolah tersebut. Selain itu, SD pada umumnya kecil dengan hanya sembilan guru dan mudah membentuk kelompok komunitas yang umumnya seiring dan sejalan, kelompok yang saling mendukung dengan kepedulian yang sama. Sebaliknya, SMP, dengan jumlah guru bidang studi yang lebih besar, pada umumnya tidak membentuk komunitas seperti itu. Kedua, SMP berbeda dengan SD di mana mereka terdiri atas guru bidang studi dan siswa berganti guru dan bukan hanya diajar oleh satu guru saja. Jika beberapa guru dalam bidang studi tertentu telah dilatih dengan metode pembelajaran aktif dan yang lainnya belum dilatih, siswa mungkin akan mendapatkan kombinasi metode pembelajaran tradisional dan pembelajaran aktif dan dampak metode baru pada sekolah dan siswa tidak nampak. Contoh yang baik tentang perbedaan ini dapat dilihat pada tingkat SMP di mana dua guru dengan bidang studi yang sama, Geografi, mengajar pelajaran yang sama berdampingan di kelas yang berbeda, dengan metode dan hasil yang sangat berbeda …. Satu kelompok siswa tersebut giat dan tertantang, sementara kelompok lainnya tidak tertarik. Pada aspek lain – manajemen berbasis sekolah dan partisipasi masyarakat di SMP dan SD relatif sama. 

(d) Temuan menurut Provinsi

Persepsi yang sering didengar sebelum melakukan kunjungan bahwa MBE sangat berhasil di Jawa Timur, diikuti oleh keberhasilan di Jawa Tengah, dan NAD merupakan kasus khusus yang sangat bertentangan dengan pelaksanaan proyek di Jawa. Kajian ini tidak semuanya sesuai dengan persepsi tersebut.

Pertama, tim evaluasi menemukan sekolah yang sangat baik dan contoh pendekatan MBE yang sangat menakjubkan di tiga provinsi. Kedua, kajian sekolah-sekolah berbantuan MBE di Jawa tengah dan Jawa Timur menunjukkan bahwa dampak proyek di kedua provinsi itu kurang lebih sama. Jawa Timur tidak dapat dibuktikan lebih baik daripada di Jawa Tengah. Tentunya terdapat perbedaan dalam provinsi-provinsi tersebut, tetapi jika dibandingkan sekolah-sekolah yang telah mengikuti program MBE selama tiga tahun,: Pati di Jawa tengah dan Batu di Jawa Timur; yang satu tahun: Semarang di Jawa Tengah dan Malang di Jawa Timur, hasil program MBE pada umumnya sangat baik begitu pula di tiap provinsi. Agaknya jika program ini dilaksanakan di tempat lain hasilnya akan sama.

Temuan ketiga mengenai kemungkinan perbedaan regional dalam penerapan MBE diperoleh dari kajian yang dilakukan di provinsi NAD yang ternyata secara umum kurang mengesankan dibanding dengan program yang dilaksanakan di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Pelaksanaan proyek MBE di NAD berbeda dengan di provinsi lain. Nampaknya, walaupun DBE 1 telah siap, DBE 2 belum siap memulai programnya Pasca-Tsunami dan USAID meminta MBE untuk masuk dan memulai program bersama dengan DBE 1. Dengan kata lain, NAD berbeda karena DBE 1 bertanggung jawab terhadap manajemen sekolah dan kegiatan partisipasi masyarakat sedangkan MBE bertanggung jawab untuk komponen proses belajar-mengajar termasuk memperkenalkan PAKEM. Mencoba menghilangkan trauma tsunami dan hilangnya 10 persen penduduk dan faktor-faktor lain yang terjadi di NAD selama 25 tahun, dengan kondisi seperti ini jelas program MBE di NAD kurang mengesankan yang barangkali menunjukkan bahwa melaksanakan program yang kurang terkordinasi walaupun dilaksanakan oleh kontraktor yang sama (DBE1 dan MBE dikelola oleh RTI) mungkin saja tidak begitu berhasil.

Ada sejumlah alasan tentang hasil yang kurang mengesankan. Pertama, MBE hanya mampu melaksanakan dua dari empat paket pelatihan PAKEM pada tahun tersebut dan separuhnya merupakan kerja keras di NAD. Sebagian besar guru di NAD kurang percaya diri menerapkan metode pembelajaran aktif dan keinginan dari guru, kepala sekolah, dan pengawas adalah bahwa mereka membutuhkan pelatihan PAKEM. Kedua, nampak bahwa program gabungan DBE1/MBE tidak terkordinasi dan terintegrasi dengan baik dalam pendekatan sekolah menyeluruh yang biasanya diberikan oleh staf MBE. Karena beberapa komponen MBE – manajemen berbasis sekolah, partisipasi masyarakat, dan pelatihan guru – saling mendukung dan sekolah nampaknya memperoleh kekuatan dari penerapan komponen-komponen tersebut (keseluruhan jauh lebih baik dari pada sebagian), mungkin karena urutan unsur-unsur program tidak sama efisiennya di NAD. Menariknya, masalah yang sama ditemukan di Kudus, Jawa Tengah di sekolah DBE. Sekolah Kudus telah menerima pelatihan manajemen berbasis sekolah dan diikuti oleh pelatihan pengembangan masyarakat, setelah jedah dalam waktu lama, oleh satu program pelatihan guru dalam bidang Matematika. Di NAD dan Kudus, kepala sekolah, pengawas dan guru tidak tahu banyak tentang bagaimana program berjalan bersama atau intervensi apa yang direncanakan berikutnya dan kedua program tersebut kelihatannya membingungkan dengan demikian program kegiatan secara keseluruhan seharusnya disiapkan.  

Lampiran II RINGKASAN ISI PAKET PELATIHAN MBE
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	Catatan tentang paket pelatihan

	· Paket ketiga berfokus pada PAKEM dan pengembangan kurikulum sekolah dan mempunyai bagian-bagian teknis yang mencakup pendekatan khusus terhadap pembelajaran pelajaran inti.

	· Paket-paket tersebut dirancang untuk digunakan secara fleksibel – baik dalam pelatihan jangka panjang atau pelatihan sehari.

	· Paket-paket pelatihan tersebut dilengkapi dengan sejumlah buku rencana pembelajaran/ ide pembelajaran
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Lampiran VI BIDANG-BIDANG UNTUK PENELITIAN LEBIH LANJUT

Dalam konteks pelajaran berharga dan informasi lainnya yang dikumpulkan selama evaluasi akhir MBE, bidang-bidang berikut harus dipertimbangkan untuk penelitian lebih lanjut.

· KKG dan MGMP berpotensi untuk membantu para guru meningkatkan ketrampilan mengajar mereka. Penelitian perlu dilakukan menyangkut keefektifan KKG/MGMP, melakukan studi kasus tentang praktek yang baik, dan menyediakan petunjuk dan praktek yang jelas untuk pembentukan dan keberlangsungan KKG/MGMP.

· Ada keraguan para guru mengenai keterlibatan universitas dalam pelatihan guru/ mentoring.. Kritik yang ditujukan ke universitas adalah lebih dominannya pendekatan teoritis dan kurangnya pengalaman mengajar di kelas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai berbagai pendekatan pelatihan yang digunakan oleh universitas, dan dampak pelatihan tersebut.

· Sejumlah guru mengangkat isu metode PAKEM yang tidak didukung oleh pendekatan formal tentang asesmen siswa. Perlu dilakukan penelitian untuk menentukan tingkat kesetaraan antara pendekatan pengajaran yang terpusat pada siswa dan pendekatan nasional/lokal terhadap asesmen dan evaluasi formal. Berdasarkan hasil ini, perlu dibuat rekomendasi mengenai peningkatan dan kesetaraan praktek pengajaran yang terpusat pada siswa dengan asesmen formal. 

· MBE telah menghasilkan banyak sumber pelatihan dan sumber belajar. Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui keunggulannya untuk penggunaan yang lebih luas, dan strategi yang dikembangkan untuk pendistribusiannya.

· Sementara MBE memfokuskan intervensi pada tingkat sekolah dan kabupaten, jelas bagi Tim Evaluasi bahwa pejabat kabupaten memiliki hubungan penting antara pengambil kebijakan pusat dan sekolah. Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui strategi dan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas pejabat kabupaten untuk menginformasikan perkembangan kebijakan nasional.

· MBE mengklaim adanya replikasi yang cukup tinggi, misalnya pada September 2006 dilaporkan bahwa diseminasi oleh semua kabupaten MBE antara tahun 2004-2006 telah mencapai 6.075 sekolah dan 51.630 peserta. Namun, rincian tentang dampak kegiatan ini di sekolah tidak diberikan, dan informasi monitoring umumnya diberikan secara kuantitatif (jumlah sekolah non-target yang dilatih, jumlah peserta yang sudah dilatih, jumlah kunjungan studi, dll). Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui (i) indikator kapasitas pejabat daerah dalam mengelola dan memperluas program ini, dan (ii) jumlah biaya sesungguhnya yang digunakan dengan asesmen tingkat pembiayaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelaksanaan yang berhasil.

· Evaluasi MBE mengindikasikan bahwa peningkatan-peningkatan dalam lingkungan pembelajaran dalam kelas akan membutuhkan peningkatan lebih lanjut dalam hal  metodologi pembelajaran. Sejalan dengan ini, ditemukan bahwa monitoring pembelajaran  di kelas relatif lemah. Temuan-temuan serupa terjadi dalam evaluasi-evaluasi CLCC. Penelitian secara cermat berbagai model PAKEM dan dampaknya terhadap pembelajaran di kelas perlu dilakukan untuk menentukan       peningkatan-peningkatan apa yang perlu dibuat. Sebagai hasil tambahannya adalah pengembangan instrumen-instrumen monitoring kelas yang lebih cermat berikut strategi-strateginya guna membantu para guru.

Lampiran VII RINGKASAN PERTEMUAN DENGAN PEMERINTAH INDONESIA  DAN LEMBAGA DONOR UNTUK MENELAAH TEMUAN-TEMUAN
Pada tanggal 8 Maret 2007, tim evaluasi bertemu dengan wakil pemerintah Indonesia dan komunitas lembaga donor internasional untuk mengkaji evaluasi MBE di Mandarin Oriental Hotel Jakarta. Wakil-wakil tersebut diberikan salinan draf laporan lengkap dalam Bahasa Inggris dan Ringkasan Eksekutif dalam Bahasa Indonesia dua hari sebelum pertemuan. Selain itu, sekitar 12 wakil dari pemerintah daerah dan anggota staf lapangan MBE diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut sebagai “kampiun” pendekatan MBE dan nara sumber. Tujuan pertemuan tersebut, sebagaimana diminta oleh Pemerintah Indonesia, adalah untuk memulai dialog antara pihak-pihak berkepentingan, dan khususnya antara pejabat pemerintah daerah dan pusat, tentang metode keberlanjutan pendekatan pembelajaran aktif, berbasis sekolah. Sekitar 60 orang menghadiri pertemuan tersebut. 

Pertemuan dibuka oleh Deputi Menko Kesra, Prof. Fuad Abdul Hamied dan Bill Frej, Mission Director, USAID/Indonesia. Selanjutnya, Prof. Dr. M. Basri Wello menyajikan temuan, pelajaran berharga, dan implikasi untuk Pemerintah Indonesia/donor hasili evaluasi MBE. Berikutnya tim menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Setelah istirahat, pertemuan terbagi ke dalam dua kelompok kerja untuk mendapatkan berbagai isu kebijakan.

Kedua kelompok tersebut, yang pada umumnya sampelnya terdistribusi secara merata membahas isu tentang bagaimana menjamin keberlanjutan program sejenis MBE. Satu kelompok berfokus pada isu manajemen dan kelompok lainnya berfokus pada isu belajar mengajar. Mereka menghasilkan rekomendasi berikut ini.

Rekomendasi Kelompok Satu

Pemerintah Pusat

· Mengevaluasi program yang ada dan hasil-hasilnya (modul, praktek terbaik) dan, dengan menggunakan kriteria yang telah disepakati, memilih program dan hasilnya sebagai sumber “Praktek Terbaik”.

· Membuat kompilasi praktek-praktek terbaik dalam MBE atau dari kegiatan lainnya, mendistribusikan kepada siapa saja yang membutuhkannya.

· Meningkatkan koordinasi di antara lembaga pemerintah pusat (Depdiknas, Depag, Kesra) dan lembaga donor. Untuk mendukung kegiatan ini bank data dan sistem informasi manajemen perlu dirancang agar dapat merekam semua kegiatan dan hasil-hasilnya yang dilaksanakan oleh lembaga donor dan kegiatan lainnya.

· Melibatkan LPMP dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program pelatihan pendidikan.

Pemerintah Daerah

· Agar tidak mengabaikan “program yang baik dan terbukti” seperti MBE, dan penugasan yang efektif bagi staf yang sudah dilatih (guru/fasilitator), perlu kiranya melembagakan program yang baik dan sudah terbukti tersebut dalam bentuk peraturan daerah atau Dinas Pendidikan Kabupaten melalui surat keputusan atau peraturan. Kegiatan ini membutuhkan keterlibatan dan komitmen DPRD, Dinas Pendidikan Kabupaten, BAPPEDA, Dewan Pendidikan, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Langkah ini seharusnya memperkuat dan mengakui tanggung jawab staf Dinas Pendidikan Kabupaten, kepala sekolah, fasilitator, dan guru. 

· Pemerintah daerah harus lebih proaktif bekerja sama dengan komunitas lembaga donor untuk mendapatkan lebih banyak bantuan yang berkaitan dengan kegiatan MBE.

· Program lembaga donor biasanya hanya berlangsung selama 2-3 tahun, jadi kalau pemangku kepentingan menganggap suatu program baik dan dibutuhkan, mereka harus duduk bersama lembaga donor untuk menyiapkan strategi jalan keluar.

· Membuat lebih banyak koordinasi dengan pemerintah daerah lainnya melalui “paguyuban program yang sama”.

· Pemerintah daerah harus mengumpulkan praktek-praktek yang baik yang telah dilaksanakan di pemerintah daerah, termasuk: pelatihan, lawatan belajar,, mentoring, modul, pendekatan partisipatif yang dirancang oleh MBE atau proyek lainnya.

· Banyak pemerintah daerah yang ingin sekali memberikan dana pendamping untuk mendukung dan mendiseminasikan program yang baik seperti MBE. Untuk keperluan pendanaan/dana pendamping dari anggaran daerah, dinas pendidikan kabupaten harus meminta lembaga donor/program tentang anggaran penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Donor

· Untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap program lembaga donor, lembaga donor dan pihak terkait (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dinas pendidikan kabupaten) harus merancang strategi jalan keluar. 

· Dibutuhkan lebih banyak koordinasi dalam komunitas donor untuk menghindari terjadinya duplikasi dan tumpang tindih di antara program yang berkaitan.

· Memberikan informasi tentang anggaran program kepada pemerintah pusat dan daerah, agar pemerintah pusat dan daerah dapat menyiapkan dana pendamping untuk meneruskan pendanaan dalam rangka diseminasi program-program yang baik, seperti MBE.

Rekomendasi Kelompok Dua

Pemberdayaan KKG dan MGMP

Memberdayakan KKG/MGMP sangat penting untuk menfasilitasi berbagai inovasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dapat dilakukan  sebagai berikut:

· Pada 2006 LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) memberikan dana bantuan langsung untuk membantu kegiatan KKG dan MGMP. Bantuan seperti itu perlu dilanjutkan dalam bentuk kompetisi, namun alokasi untuk konsumsi dan transportasi harus dikeluarkan karena biaya ini dapat ditutupi oleh dana BOS.

· Sejauh ini program KKG dan MGMP terkesan monoton, tidak menarik, dan tidak berfokus untuk mendukung terciptanya pengajaran yang lebih baik. Mereka membutuhkan bantuan untuk mengembangkan program tahunan yang lebih fokus. Oleh karena itu, pemerintah harus mengembangkan panduan untuk program KKG/MGMP yang lebih efektif yang pada gilirannya akan meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah.

· Kegiatan KKG/MGMP untuk mendorong proses belajar mengajar yang lebih baik harus diakui dalam konteks sertifikasi guru.

· Fasilitator perlu dilibatkan sebagai tutor dalam kegiatan KKG/MGMP. Namun mereka membutuhkan penunjukan resmi dari dinas pendidikan kabupaten (disetujui oleh bupati/walikota). Kegiatan fasilitator haruslah menjadi bagian dari jam mengajar mereka untuk memenuhi syarat tunjangan profesi, bila tidak keberlanjutan akan inovasi pembelajaran menjadi tidak efektif.

· Banyak guru beranggapan bahwa kegiatan KKG/MGMP tidak efektif dan tidak responsif terhadap kebutuhan mereka. Akibatnya, banyak yang tidak datang mengikuti program tersebut secara teratur. Oleh karena itu, program tersebut perlu dirancang ulang agar menjadi lebih bermakna dan secara kontekstual responsif untuk meningkatkan kebutuhan dan partisipasi guru. Undangan untuk menghadiri kegiatan tersebut harus dikirim melalui kepala sekolah mereka. Manakala mereka mendapatkan bahwa kegiatan tersebut memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang mereka perlukan untuk meningkatkan profesionalisme mereka, mereka akan menghadiri program tersebut secara reguler.

Melembagakan PAKEM

Praktek PAKEM harus terus dilaksanakan di kelas dan karenanya diperlukan proses standar untuk setiap mata pelajaran. Untuk konteks ini, Pemerintah Indonesia harus segera mensahkan sebuah keputusan untuk standar proses belajar/mengajar yang saat ini sementara dibuat.

Peranan LPMP

Di sebagian besar kabupaten, banyak fasilitator telah dilatih melalui proyek pemerintah dan lembaga donor. Oleh karena itu, pemerintah, dalam hal ini LPMP, harus mengambil peran strategis untuk menghimpun mereka dalam suatu forum di mana mereka dapat saling membagi ide dan ketrampilan, atau membuat rencana peningkatan pembelajaran yang lebih baik. LPMP perlu mendapatkan informasi tentang fasilitator yang telah dilatih oleh MBE, CLCC, IAPBE, dan proyek lainnya agar menjadikan mereka sebagai nara sumber untuk pelatihan serupa di negeri ini.

Rancangan Pelatihan Pemerintah Indonesia

Pelatihan yang dirancang dan dilaksanakan oleh proyek Pemerintah Indonesia harus dalam bentuk lokakarya dari pada model kuliah. Nara sumber pemerintah haruslah praktisi daripada orang birokrat. Kalaupun orang birokrat dilibatkan, mereka harus lebih banyak berkunjung ke sekolah dan melakukan praktek mengajar di sekolah agar mereka lebih banyak mengetahui tentang situasi proses belajar mengajar sesungguhnya sebelum memberikan pelatihan kepada para guru.

Lembaga Mediator

Kita membutuhkan sejenis lembaga mediator (clearinghouse) untuk memediasi antara penyedia/fasilitator pelatihan yang ada dengan para pencari pelatihan. LPMP dapat memainkan peran strategis ini. 

� Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah


� Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditandatangani Presiden Megawati Sukarnoputri pada 8 Juli 2003


� Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
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